FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI

WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELAPAN 





FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI 
WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELAPAN 





































THE FACTOR AFFECTING THE PERCEPTION OF TAXPAYERS ABOUT 
THE ETHICS OF TAX EVASION 
 
By 





The purpose of this study is to examine the effect of tax fairness, tax 
system, tax discrimination, technology and information of taxation on taxpayer 
perception about the ethics of tax evasion. The data used in this study were 
primary data. The primary data were obtained from questionnaires distributed to 
individual taxpayers in Bengkulu City. The number of questionnaires that 
distributed were 110, but only 108 questionnaires that could be proceed.The data 
were analyzed by using multiple linear regression analysis with SPSS program. 
The results of the study showed that the tax fairness had negative effect on 
taxpayer perception about the ethics of tax evasion, while tax discrimination had 
positive effect on taxpayer perception about the ethics of tax evasion. In contrast, 
tax system, technology and information of taxation did not effect on taxpayer 
perception about the ethics of tax evasion. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keadilan perpajakan, 
sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan serta teknologi dan informasi 
perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 
diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di 
Kota Bengkulu. Jumlah kuesioner yang disebarkan adalah 110 kuesioner, tetapi 
hanya 108 kuesioner yang dapat diolah. Data dianalisis dengan menggunakan 
analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh 
negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax 
evasion),sedangkan diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi 
Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). Sebaliknya, 
sistem perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh 
terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax 
evasion). Penelitian ini  dapat memberikan kontribusi bagi KPP Pratama Kota 
Bengkulu untuk meningkatkan target penerimaan pajak dengan cara menegakkan 
keadilan dalam perpajakan dan tidak menerapkan peraturan yang hanya 
menguntungkan pihak tertentu saja. Adapun keterbatasan penelitian ini, peneliti 
hanya menggunakan responden Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki 
kegiatan usaha di Kota Bengkulu. Untuk penelitian selanjutnya dapat 
menambahkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki pekerjaan bebas atau 
Wajib Pajak Badan. 
 
Kata Kunci: Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, 
Teknologi dan Informasi Perpajakan, Etika Penggelapan Pajak. 
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1.1   Latar Belakang 
Perekonomian suatu Negara khususnya Negara berkembang tidak dapat 
dipisahkan dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang dilakukan suatu Negara. 
Suatu Negara membutuhkan dana untuk membiayai segala kegiatan yang 
dilakukannya baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan dalam 
menjalankan roda pemerintahan (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Pengeluaran rutin 
maupun pengeluaran pembangunan ini direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN). Komponen penting dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) adalah penerimaan pajak. Beberapa tahun terakhir 
target penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan, namun 
realisasi penerimaan pajak masih rendah dan belum mencapai target. Hal tersebut 
dapat dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2010-2015 dalam 
Tabel 1.1 berikut: 
Tabel 1.1 
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 
Tahun Target Penerimaan Pajak Realisasi Penerimaan Pajak Persentase 
Penerimaan Pajak 
2010 Rp743.325.906.000.000 Rp723.306.668.621.739  97,31% 
2011 Rp878.685.216.762.000 Rp873.873.892.399.381 99,45% 
2012 Rp1.016.237.341.511.000 Rp980.518.133.319.319 96,49% 
2013 Rp1.148.364.681.288.000 Rp1.077.306.679.558.272 93,81% 
2014 Rp1.246.106.955.600.000 Rp1.146.865.769.098.252 92,04% 




Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut dapat disebabkan oleh 
adanya indikasi penggelapan pajak (tax evasion) yang dilakukan oleh Wajib 
Pajak. Wajib Pajak melakukan penggelapan pajak (tax evasion) karena 
menganggap pajak merupakan beban yang akan mengurangi penghasilannya 
padahal uang yang dibayarkan untuk pajak dapat digunakan untuk menambah 
keperluan pribadinya. Seperti skandal “The Panama Papers” yaitu skandal 
mengenai dunia offshore atau dunia tanpa pajak kerja, yang saat ini menjadi bahan 
pembicaraan hangat di berbagai media. Panama papers (dokumen panama) 
adalah kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa 
perusahaan asal panama, Mossack Fonseca. Dokumen tersebut berisi informasi 
mengenai transaksi rahasia keuangan para pimpinan politik dunia, skandal global, 
dan data rinci mengenai perjanjian keuangan tersembunyi oleh para pengemplang 
dana, pengedar obat-obatan terlarang, miliarder, selebriti, bintang olahraga, dan 
lainnya yang dibuat dan ditutupi oleh Mossack Fonseca yang akhirnya terbongkar 
dan tersebar di masyarakat (Suluhbali, 2016). Menurut Pontianakpost (2016) di 
Indonesia, terdapat 2.961 daftar nama di “Panama Papers”, salah satu pengusaha 
terkenal yang terdaftar adalah Erick Thohir, Muhammad Aksa Mahmud, Chairul 
Tanjung, Laksamana Sukardi, James T.Riady, Anindya N.Bakrie, dan Rachmat 
Gobel. 
Banyaknya kasus penggelapan pajak (tax evasion) yang terjadi 
menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan kepada oknum perpajakan 
maupun pemerintah karena merasa tidak adil dan khawatir pajak yang mereka 
setor akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab 
  
 
(Paramita & Budiasih, 2016). Hal inilah yang akhirnya menimbulkan berbagai 
persepsi di benak Wajib Pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. Menurut 
McGee (2006) secara umum terdapat tiga pandangan mendasar mengenai etika 
atas penggelapan pajak (tax evasion), yaitu penggelapan pajak (tax evasion) 
dipandang kadang-kadang etis, tidak pernah etis dan dipandang selalu etis. 
Pandangan pertama menyatakan penggelapan pajak (tax evasion) 
dipandang sebagai perilaku yang kadang-kadang etis tergantung pada situasi dan 
kondisi tertentu (McGee, 2006). Hal ini dikarenakan tidak ada kewajiban moral 
membayar pajak kepada Negara apabila pajak tersebut mengakibatkan kenaikan 
harga barang untuk konsumen, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 
pemerintah tidak menggunakan pajak yang terkumpul untuk membiayai 
pengeluaran umum Negara seperti penyediaan fasilitas publik (Suminarsasi & 
Supriyadi, 2011).  
Pandangan kedua, penggelapan pajak (tax evasion) dipandang tidak 
pernah etis. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap orang memiliki 
tanggung jawab kepada pemerintah untuk membayar pajak yang telah ditetapkan 
(Cohn, 1998; Smith & Kimball, 1998; Tamari, 1998) dalam Oentoro (2016). 
Pandangan ketiga, penggelapan pajak (tax evasion) dipandang selalu etis apabila 
pemerintahnya korup, sistem pajaknya tidak adil dan tarif pajaknya tidak 
terjangkau sehingga pemerintah tidak berhak untuk mengambil apapun dari 
individu (Nickerson et al., 2009). 
Penelitian Nickerson et al. (2009) membahas mengenai dimensionalitas 
skala etika tentang penggelapan pajak (tax evasion). Mereka mensurvei sekitar 
  
 
1.100 orang di enam Negara. Temuan menunjukkan bahwa penggelapan pajak 
(tax evasion) secara keseluruhan memiliki tiga dimensi persepsi skala etis dari 
item-item yang diuji, yaitu: (1) keadilan, yang terkait dengan kegunaan positif 
dari uang, (2) sistem perpajakan, yang terkait dengan tarif pajak, dan (3) 
diskriminasi, yang terkait dengan penggelapan pajak dalam kondisi tertentu. 
Pajak dipandang adil oleh Wajib Pajak jika pajak yang dibebankan 
sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang diterima, sehingga 
Wajib Pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dikeluarkan 
(Indriyani dkk., 2016). Semakin adil pajak yang ada, penggelapan pajak (tax 
evasion) cenderung dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. Sistem perpajakan 
yang tersistematis dengan baik akan mempermudah Wajib Pajak dalam 
melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhutangnya (Indriyani 
dkk., 2016). Semakin baik sistem perpajakan yang ada, penggelapan pajak (tax 
evasion) cenderung dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. 
 Diskriminasi dalam perpajakan diartikan sebagai suatu kebijakan 
perpajakan yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja dan pihak lain merasa 
dirugikan (Indriyani dkk., 2016). Seperti penerapan tax amnesty yang banyak 
memunculkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat ataupun pemerintah. Hal 
ini dikarenakan tax amnesty dinilai telah melukai rasa keadilan lantaran 
diskriminatif terhadap Wajib Pajak dan tax amnesty dianggap memberi hak 
khusus kepada pihak yang tak taat pajak, berupa pembebasan sanksi administrasi, 
proses pemeriksaan, dan sanksi pidana dimana hal tersebut dinilai bertentangan 
dengan UU 1945 pasal 27 ayat 1 (Irmansyah, 2016). Semakin tingginya 
  
 
diskriminasi dalam perpajakan dapat memicu semakin tingginya penggelapan 
pajak (tax evasion). 
Penelitian Suminarsasi & Supriyadi (2011) dan Ningsih (2015) 
menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi 
Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion) dan 
diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika 
atas penggelapan pajak (tax evasion), sedangkan keadilan tidak berpengaruh 
negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax 
evasion). Penelitian tersebut serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Silaen 
(2015) yang menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap 
persepsi Wajib Pajak mengenai etika  penggelapan pajak (tax evasion) dan 
diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika 
penggelapan pajak (tax evasion) dan serupa dengan penelitian Ardyaksa & 
Kiswanto (2014) yang menemukan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap 
tax evasion. Hal ini dikarenakan penggelapan pajak (tax evasion) dipandang 
sebagai perilaku yang tidak pernah beretika dan membayar pajak tetap dijalankan 
karena merupakan suatu kewajiban setiap warga Negara walaupun manfaat pajak 
belum dirasakan. Ditambah lagi dengan tingkat kesadaran masyarakat akan 
membayar pajak sudah tinggi sehingga masyarakat akan tetap membayar pajak 
dalam kondisi apapun. Sedangkan penelitian Paramita & Budiasih (2016) 
menemukan bahwa sistem perpajakan dan keadilan berpengaruh negatif pada 
persepsi Wajib Pajak mengenai etika  penggelapan pajak (tax evasion).  
  
 
Atas dasar ketidakkonsistenan hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya, 
maka peneliti tertarik untuk menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh 
Suminarsasi & Supriyadi (2011) dan Ningsih (2015) dengan menambahkan 
variabel yang digunakan oleh Permatasari & Laksito (2013), Ardyaksa & 
Kiswanto (2014), Silaen (2015), Paramita & Budiasih (2016) yaitu teknologi dan 
informasi perpajakan. Permatasari & Laksito (2013), Ardyaksa & Kiswanto 
(2014) dan Silaen (2015) menemukan bahwa teknologi dan informasi perpajakan 
berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak (tax evasion). Hal ini 
dikarenakan Direktorat Jendral Pajak (DJP) saat ini sedang gencarnya melakukan 
sosialisasi teknologi dan informasi perpajakan mengenai E-system. Dengan 
adanya E-system tersebut, waktu yang dibutuhkan seorang Wajib Pajak dalam 
memenuhi kewajiban perpajakannya semakin efektif dan efisien (Silaen, 2015). 
Ketika Wajib Pajak semakin dimudahkan dengan teknologi dan informasi 
perpajakan yang ada maka Wajib Pajak diharapkan lebih patuh lagi dengan 
kewajibannya dan dapat menghindari tindakan penggelapan pajak (tax evasion). 
Perbedaan lainnya dalam penelitian ini adalah mengenai sampel 
penelitian. Sampel penelitian Suminarsasi & Supriyadi (2011) adalah Wajib Pajak 
PPh orang pribadi yang sudah mempunyai NPWP yang berada di Daerah 
Istimewa Yogyakarta dan sampel penelitian yang digunakan Ningsih (2015) 
adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Brawijaya. Sedangkan sampel penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi 
yang melakukan kegiatan usaha di Kota Bengkulu dan terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Bengkulu. 
  
 
Berdasarkan pada uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 
penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib 
Pajak mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion).” 
 
1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 
penelitian sebagai berikut. 
1. Apakah keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib 
Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion)? 
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib 
Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion)? 
3. Apakah diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi 
Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion)? 
4. Apakah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap 
persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax 
evasion)? 
 
1.3   Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan 
dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 
1. Membuktikan pengaruh negatif keadilan perpajakan terhadap persepsi 
Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). 
  
 
2. Membuktikan pengaruh negatif sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib 
Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). 
3. Membuktikan pengaruh positif diskriminasi perpajakan terhadap persepsi 
Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). 
4. Membuktikan pengaruh negatif teknologi dan informasi perpajakan 
terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax 
evasion). 
 
1.4   Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka penelitian 
ini  diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk: 
1. Manfaat Praktis 
Bagi Instansi Perpajakan, yaitu KPP Pratama Kota Bengkulu bahwa 
keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, 
teknologi dan informasi perpajakan dapat menjadi faktor-faktor yang 
mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan 
pajak (tax evasion). Oleh sebab itu, hendaknya KPP Pratama Kota 
Bengkulu lebih memperbaiki cara yang selama ini dianggap kurang 
sehingga penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dapat 
terealisasi. 
2. Manfaat Teoritis 
a. Secara teoritis dapat dijadikan pedoman, pembelajaran, dan 
sumbangan pemikiran bagi pengembangan Theory of Planned 
  
 
Behavior (TPB) dan teori atribusi serta pengetahuan di bidang 
akuntansi, khususnya di bidang akuntansi keperilakuan. 
b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wadah pembelajaran 
terutama bagi para mahasiswa sebagai dasar pembanding dalam rangka 
melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini, serta bagi 
pihak yang memerlukan referensi yang terkait dengan isi skripsi ini, 
baik itu sebagai bacaan atau sebagai literatur. 
 
1.5    Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 
Penelitian yang baik adalah penelitian yang dilakukan secara terarah, oleh 
karena itu diperlukan batasan-batasan dalam penelitian. Batasan penelitian ini 
merupakan penelitian yang menggunakan lima variabel, yakni variabel dependen 
(Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)) dan 
variabel independen (Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi 
Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan). Penelitian ini menggunakan 
Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di Kota Bengkulu dan terdaftar di Kantor 









2.1 Landasan Teori 
2.1.1 TPB (Theory of Planned Behavior) 
Ajzen (1991) mengembangkan Theory of Reasoned Action menjadi sebuah 
teori lain, yaitu Theory of Planned Behavior dan memperlihatkan hubungan dari 
perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. 
Faktor utama dalam teori TPB (Theory of Planned Behavior) ini adalah niat 
seseorang individu untuk melaksanakan perilaku dimana niat diindikasikan 
dengan seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar 
usaha yang dilakukan untuk melaksanakan perilaku tersebut (Kurniawati & Toly, 
2014). Umumnya, semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar 
pula kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 1991). 
Teori TPB (Theory of Planned Behavior) tidak secara langsung 
berhubungan dengan jumlah atas kontrol yang sebenarnya dimiliki oleh 
seseorang. Namun, teori ini lebih menekankan pengaruh-pengaruh yang mungkin 
dari kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan-tujuan atas 
sebuah perilaku (Nalendro, 2014). Jika niat-niat menunjukkan keinginan 
seseorang untuk mencoba melakukan perilaku tertentu, kontrol yang 
dipersepsikan lebih kepada mempertimbangkan hal-hal realistik yang mungkin 
terjadi. Kemudian, keputusan itu direfleksikan dalam tujuan tingkah laku, dimana 
menurut Fishbein, Ajzen dan banyak peneliti lain sering kali dapat menjadi 
  
 
prediktor yang kuat terhadap cara untuk bertingkah laku dalam situasi yang terjadi 
(Ajzen, 1980; Anangga, 2012 dalam Nalendro, 2014). 
Menurut Kurniawati & Toly (2014) Theory of Planned Behavior membagi 
tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh 
individu, yaitu: 
1. Behavorial Belief 
Behavorial belief merupakan keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan 
evaluasi atau penilaian terhadap hasil perilaku tersebut. Keyakinan dan 
evaluasi atau penilaian terhadap hasil dari suatu perilaku tersebut 
kemudian membentuk variabel sikap (attitude). 
2. Normative Belief 
Normative belief merupakan keyakinan individu terhadap harapan 
normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi seperti keluarga, 
teman, atasan, atau konsultan pajak untuk menyetujui atau menolak 
melakukan perilaku yang diberikan. Hal ini akan membentuk variabel 
norma subjektif (subjectif norm). Dari pengertian tersebut dapat 
disimpulkan bahwa normative beliefs adalah dorongan atau motivasi yang 
berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi 
perilaku seseorang tersebut. 
3. Control Belief 
Control belief merupakan keyakinan individu yang didasarkan pada 
pengalaman masa lalu dengan perilaku serta faktor atau hal-hal yang 
mendukung atau menghambat persepsinya atas perilaku. Keyakinan ini 
  
 
membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived 
behavioral control). 
Berdasarkan uraian diatas, hambatan yang mungkin timbul pada saat 
berperilaku dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun lingkungannya. Sebelum 
individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai 
hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Ketika akan melakukan 
sesuatu, Wajib Pajak akan memiliki keyakinan tentang harapan norrmatif dari 
orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative belief). Hal 
tersebut berkaitan dengan keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi 
perpajakan, serta teknologi dan informasi perpajakan. Ketika keadilan perpajakan 
baik, sistem perpajakan yang baik, tidak adanya diskriminasi perpajakan, serta 
teknologi dan informasi perpajakan yang semakin baik akan memberikan motivasi 
kepada Wajib Pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak. 
 
2.1.2  Teori Atribusi 
Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang. 
Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa 
perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (internal 
forces), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti 
kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (external forces) yaitu faktor-
faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau 
keberuntungan (Lubis, 2010). Luthans (2005) menyatakan bahwa atribusi 
mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau 
  
 
dirinya sendiri. Lebih lanjut, Luthans (2005) menjelaskan bahwa ada dua jenis 
atribusi secara umum yaitu atribusi disposisional dan atribusi situasional. Atribusi 
disposisional menganggap bahwa perilaku seseorang berasal dari faktor internal 
seperti ciri kepribadian, motivasi atau kemampuan, yang mempengaruhi 
kesadaran etis. Atribusi situasional menghubungkan perilaku seseorang dengan 
faktor eksternal seperti lingkungan kerja atau pengaruh sosial (tekanan) dari orang 
lain. 
Apabila individu mengamati perilaku, mereka mencoba menentukan 
apakah itu ditimbulkan secara internal yaitu perilaku yang berada dibawah kendali 
pribadi dari individu itu sendiri atau perilaku yang disebabkan secara eksternal 
dilihat sebagai hasil dari sebab-sebab luar seperti situasi (Robbins, 1996). 
Menurut Robbins (1996) terdapat tiga faktor yang menentukan apakah perilaku itu 
disebabkan oleh internal atau eksternal, yaitu: 
1. Kekhususan, perilaku yang ditunjukkan individu berlainan dalam situasi 
yang berlainan. 
2. Konsensus, perilaku yang ditunjukkan jika semua orang yang menghadapi 
situasi yang serupa merespon dengan cara yang sama. 
3. Konsistensi, perilaku yang sama dalam tindakan seseorang dari waktu ke 
waktu. 
Berdasarkan uraian diatas, teori atribusi berarti upaya untuk memahami 
penyebab diri sendiri menilai orang lain tergantung pada makna apa yang 
dihubungkan ke suatu perilaku tertentu (Robbins, 1996). Faktor-faktor yang 
mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax 
  
 
evasion) dijelaskan dengan teori atribusi eksternal. Teori tersebut menjelaskan 
bahwa kondisi diluar diri individu yang nantinya akan mempengaruhi individu 
tersebut dalam berperilaku, dapat diartikan bahwa individu akan berperilaku 
bukan disebabkan oleh keinginannya sendiri, melainkan karena desakan atau 
situasi (Robbins, 1996). Faktor yang berasal dari luar tersebut akan membuat 




Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi memiliki dua 
definisi yaitu tanggapan langsung dari sesuatu dan proses seseorang mengetahui 
beberapa hal melalui pancaindranya. Persepsi seseorang belum tentu sama satu 
sama lain. Persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses individu-individu 
mengorganisasikan dan menafsirkan kesan inderanya agar memberi makna 
kepada lingkungannya (Robbins, 1996).  
Menurut Lubis (2010) persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat 
atau menginterprestasikan peristiwa, objek, serta manusia. Definisi persepsi yang 
formal adalah proses di mana seseorang memilih, berusaha, dan 
menginterprestasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan 
penuh arti (Lubis, 2010). Persepsi juga merupakan pengalaman tentang objek atau 
hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 
menafsirkan pesan. Persepsi bersifat sangat subjektif dan situasional karena 
persepsi bergantung pada suatu kerangka ruang dan waktu (Lubis, 2010). 
  
 
Menurut Robbins (1996) ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi 
seseorang, yaitu: 
1. Faktor pada pemersepsi, terdiri dari sikap, motif, kepentingan, pengalaman 
dan pengharapan.  
2. Faktor dalam situasi, terdiri dari waktu, keadaan/tempat kerja, dan keadaan 
sosial.  
3. Faktor pada target, terdiri dari hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar 
belakang, dan kedekatan. 
Ada beberapa teknik dalam menilai seseorang yang memungkinkan untuk 
membuat persepsi yang lebih akurat dengan cepat dan memberikan data yang 
valid  menurut Robbins (1996), yaitu: 
1. Persepsi Selektif       
 Orang-orang yang selektif menafsirkan apa yang mereka saksikan 
berdasarkan pengalaman, latar belakang, kepentingan dan sikap. Persepsi 
selektif memungkinkan untuk membaca cepat orang lain, sehingga 
menimbulkan kesimpulan-kesimpulan yang tidak terjamin dari situasi 
yang sama. 
2. Efek Halo 
Efek halo adalah menarik kesan umum mengenai seorang individu 
berdasarkan suatu karakteristik tunggal, misalnya kecerdasan, dapatnya 





3. Efek Kontras 
Efek kontras adalah evaluasi atas karakteristik-karakteristik seseorang 
yang dipengaruhi oleh pembandingan-pembandingan dengan orang lain 
yang baru saja dijumpai yang berperingkat lebih tinggi atau lebih rendah 
pada karakteristik yang sama.  
4. Proyeksi 
Proyeksi adalah menghubungkan karakteristik diri sendiri ke orang lain 
sehingga dapat mendistorsi persepsi-persepsi yang dibuat mengenai orang 
lain. 
5. Berstereotipe 
Berstereotipe adalah menilai seseorang atas dasar persepsi seseorang 
terhadap kelompok seseorang tersebut. Misalnya seseorang menilai bahwa 
orang yang gemuk malas, maka orang lain akan mempersepsikan semua 
orang gemuk secara sama. Generalisasi seperti ini dapat menyederhanakan 
dunia yang rumit dan memungkinkan seseorang mempertahankan 
konsistensi, namun sangat mungkin juga bahwa stereotipe itu tidak 
mengandung kebenaran ataupun tidak relevan.  
Berdasarkan uraian diatas, persepsi merupakan suatu asumsi seseorang 
mengenai penafsiran inderanya terhadap sesuatu yang pernah di alami atau sedang 
di alaminya sehingga memberikan makna kepada lingkungan. Ketika seorang 
individu melihat suatu sasaran dan berusaha menginterprestasikan apa yang 
dilihatnya, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik dari individu 
tersebut, sedangkan persepsi individu terhadap perilaku penggelapan pajak (tax 
  
 
evasion) adalah proses individu dalam menerima, menanggapi, dan menafsirkan 
perilaku penggelapan pajak (tax evasion) yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial 
yang melingkupi individu tersebut (Paramita & Budiasih, 2016). 
 
2.1.4  Wajib Pajak 
Segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan 
dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan disebut subjek pajak. 
Subjek pajak yang telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun 
subjektif disebut Wajib Pajak (WP). Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang 
ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 2, Wajib Pajak adalah 
orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan 
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  
Menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara 
perpajakan pasal 1 ayat 3, badan adalah sekumpulan orang atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. Lanjut menurut UU Nomor 28 tahun 2007 
tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 4, pengusaha 
  
 
adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha 
atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, 
melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar 
daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah 
pabean. 
Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
adalah sebagai berikut: 
1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan 
Masa. 
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria 
tertentu. 
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada 
Direktur Jenderal Pajak. 
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan 
menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak 
yang belum melakukan tindakan pemeriksaan. 
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: 
a. Surat Ketetapan Kurang Bayar; 
b. Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan; 
c. Surat Ketetapan Pajak Nihil; 
  
 
d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau 
e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat 
Keputusan Keberatan. 
8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan 
hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
adalah sebagai berikut: 
1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan 
kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi 
persyaratan subjektif dan objektif. 
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan 
tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha 
Kena Pajak. 
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam 
bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan 
mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor 
Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan 
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 
  
 
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan  
menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang 
pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat 
Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada 
adanya surat ketetapan pajak. 
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, 
dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 
8. a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 
yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan 
penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, 
atau objek yang terutang pajak; 
b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; 
dan/atau 
c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa. 
  
 
Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua jenis Wajib Pajak, yaitu Wajib 
Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang berkewajiban untuk 
mendaftarkan diri, mengisi dan menyampaikan SPT serta menyetor pajak. 
Penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai sampel penelitian. 
Pengetahuan setiap Wajib Pajak mengenai perpajakan, mulai dari sistem 
perpajakan sampai Undang-Undang Perpajakan, akan memberikan motivasi untuk 
menjadi seorang Wajib Pajak yang patuh dalam membayar pajak (Hasibuan, 
2014). 
 
2.1.5  Etika 
Etika berasal dari kata yunani ethos (bentuk tunggal) yang berarti: tempat 
tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara 
berpikir (Agoes & Ardana, 2014). Etika adalah kebiasaan hidup yang baik timbul 
dari diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau berkelompok dan 
menghindari tindakan yang buruk (Silaen, 2015). Etika mencerminkan perilaku 
seseorang yang baik dan tidak baik dalam kehidupannya. 
Istilah etika sangat berhubungan dengan tata krama, sopan santun, 
penalaran moral, norma susila, dan lain-lain yang mana hal-hal ini berhubungan 
juga dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat (Abrahams & Kristanto, 




1. Etika sebagai praktis, sama dengan moral atau moralitas yang berarti adat 
istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam 
kelompok masyarakat. 
2. Etika sebagai ilmu atau tata susila adalah pemikiran/penilaian moral. Etika 
sebagai pemikiran moral bisa saja mencapai tarif ilmiah bila proses 
penalaran terhadap moralitas tersebut bersifat kritis, metodis, dan 
sistematis. Dalam taraf ini ilmu etika dapat saja mencoba merumuskan 
suatu teori, konsep, asas, atau prinsip-prinsip tentang perilaku manusia 
yang dianggap baik atau tidak baik, mengapa perilaku tersebut dianggap 
baik atau tidak baik, mengapa menjadi baik itu sangat bermanfaat, dan 
sebagainya. 
Menurut Velasques (2005) dalam Suminarsasi & Supriyadi (2011) etika 
mempunyai beragam makna yang berbeda, salah satu maknanya adalah “prinsip 
tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok.” Seperti penggunaan istilah 
etika personal, yaitu mengacu pada aturan-aturan dalam lingkungan dimana orang 
perorang menjalani kehidupan pribadinya. Untuk makna kedua, etika adalah 
“kajian moralitas” hal ini berarti etika berkaitan dengan moralitas. Meskipun 
berkaitan etika tidak sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam 
penelaahan (baik aktivitas maupun hasil-hasil penelahaan itu sendiri), sedangkan 
moralitas merupakan pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai 
apa itu benar dan salah atau baik dan buruk (Suminarsasi & Supriyadi, 2011). 
Menurut Izza & Hamzah (2009) etika pajak merupakan tindakan untuk 
mematuhi peraturan perpajakan atau Undang-Undang Perpajakan yang dibuat 
  
 
oleh pemerintah, dalam hal ini Wajib Pajak harus rutin dalam membayar pajak 
karena dengan membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dengan baik. 
Sedangkan etika dalam pajak menurut Suminarsasi & Supriyadi (2011) adalah 
peraturan dimana orang atau kelompok orang yang menjalani kehidupan dalam 
lingkup perpajakan, bagaimana mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya, 
apakah sudah benar, salah, baik atau buruk. Berdasarkan uraian diatas, etika pajak 
adalah suatu tindakan yang dilakukan Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban 
perpajakannya dengan baik dan tidak melakukan penggelapan pajak.  
 
2.1.6   Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 
Dalam  melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak harus membayar pajak 
dengan benar dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku akan tetapi masih 
banyak Wajib Pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang 
sebenarnya dan senantiasa melakukan penggelapan pajak (tax evasion). Menurut 
Mardiasmo (2009) penggelapan pajak (tax evasion) adalah usaha yang dilakukan 
oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara yang tidak legal 
atau melanggar Undang-Undang. Dalam hal ini, Wajib Pajak akan mengabaikan 
ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, 
atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar (Kurniawati & Toly, 
2014). 
Menurut Izza & Hamzah (2009) tax evasion adalah perbuatan melanggar 
Undang-Undang Perpajakan, misalnya menyampaikan di dalam Surat 
Pemberitahuan Tahunan (SPT) jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada 
  
 
yang sebenarnya (understatement of income) di satu pihak dan atau melaporkan 
bagian yang lebih besar daripada yang sebenarnya (overstatement of the 
deductions) di lain pihak. Bentuk tax evasion yang lebih parah adalah apabila 
Wajib Pajak sama sekali tidak melaporkan penghasilannya (non-reporting of 
income). 
McGee et al. (2008) melakukan penelitian tentang persepsi etika mengenai 
penggelapan pajak di Hong Kong dan Amerika Serikat. Dalam penelitian ini, 
pendapat yang paling kuat menganggap bahwa penggelapan pajak itu etis jika 
tarif pajaknya tidak terjangkau, pemerintahnya korup, dan sistem pajaknya tidak 
adil. Penggelapan pajak juga dapat dipandang sebagai tindakan yang paling 
dibenarkan apabila dana pajak yang terkumpul terbuang sia-sia, sistem pajak 
dilihat tidak adil dan pemerintah mendiskriminasikan beberapa segmen penduduk 
(Nickerson et al., 2009). 
Penggelapan pajak (tax evasion) terjadi dikarenakan pandangan 
masyarakat berbeda dengan pandangan pemerintah terhadap pajak 
(Wahyuningsih, 2015). Perbedaan ini dikarenakan minimnya informasi mengenai 
pengalokasian dana pajak terhadap penerimaan dana pajak yang didapat setiap 
tahunnya. Dalam mengalokasikan pengeluaran pemerintah ini, seharusnya 
pemerintah harus bersikap transparan agar hasil penerimaan yang diterima tidak 
menghambat pembangunan infrastruktur dan dapat digunakan dengan tepat dan 
sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. 
Menurut Sari (2013) penggelapan pajak (tax evasion) dapat menimbulkan 
akibat negatif dalam tiga bidang, yaitu: 
  
 
1. Dalam Bidang Keuangan 
Penggelapan pajak merupakan pos kerugian bagi kas Negara karena dapat 
menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi-
konsekuensi lain yang berhubungan dengan itu, seperti kenaikan tarif 
pajak, keadaan inflasi, dll. 
2. Dalam Bidang Ekonomi 
Penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para 
pengusaha. Maksudnya, pengusaha yang melakukan penggelapan pajak 
dengan cara menekan biayanya secara tidak wajar. Sehingga, perusahaan 
yang menggelakkan pajak memperoleh keuntungan yang lebih besar 
dibandingkan pengusaha yang jujur. Walaupun dengan usaha dan 
produktifitas yang sama, si pengelak pajak mendapat keuntungan yang 
lebih besar dibandingkan dengan pengusaha yang jujur. Penggelapan pajak 
menyebabkan stagnasi (macetnya) pertumbuhan ekonomi atau perputaran 
roda ekonomi. Jika mereka terbiasa melakukan penggelapan pajak, mereka 
tidak akan meningkatkan produktifitas mereka. Untuk memperoleh laba 
yang besar, mereka akan melakukan penggelapan pajak. Langkahnya 
modal disebabkan oleh Wajib Pajak yang berusaha menyembunyikan 
penghasilannya agar tidak diketahui fiskus. Sehingga mereka tidak berani 
menawarkan uang hasil penggelapan pajak tersebut ke pasar modal. 
3. Dalam Bidang Psikologi 
Jika Wajib Pajak terbiasa melakukan penggelapan pajak, itu sama saja 
membiasakan untuk selalu melanggar Undang-Undang. Jika Wajib Pajak 
  
 
menggelapkan pajak, maka Wajib Pajak mendapatkan keuntungan bersih 
yang lebih besar. Jika perbuatannya melanggar Undang-Undang tidak 
diketahui oleh fiskus, maka dia akan senang karena tidak terkena sanksi 
dan menimbulkan keinginan untuk mengulangi perbuatannya itu lagi pada 
tahun-tahun berikutnya dan diperluas lagi tidak hanya pada pelanggaran 
Undang-Undang pajak, tetapi juga Undang-Undang yang lainnya. 
Penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak memiliki 
konsekuensi yang sangat beresiko secara materil ataupun non materil (Rahman, 
2013). Dari segi materil, Wajib Pajak akan menganggap perbuatan penggelapan 
pajak akan menguntungkan jangka panjang, akan tetapi konsekuensi yang terjadi 
apabila terungkap tindak penggelapan pajak tersebut, Wajib Pajak akan membayar 
dengan kerugian berkali-kali lipat disertai dengan denda dan kurungan pidana 
dalam jangka waktu tertentu, ditambah pula jika Wajib Pajak tidak mempunyai 
dana untuk menutup denda yang diputuskan, sejumlah asset akan disita dan bisa 
berdampak pada kebangkrutan. 
 
2.1.7  Keadilan Perpajakan 
Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu 
Negara adalah adanya keadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 
keadilan memiliki kata dasar adil yang berarti sama berat tidak berat sebelah, 
tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, dan tidak 
sewenang-wenang. Keadilan adalah sesuatu yang diberikan kepada siapa saja 
  
 
sesuai dengan haknya, karena keadilan berkaitan dengan hak dan kewajiban 
seseorang (Mukharoroh, 2014). 
Keadilan dalam perpajakan berkaitan dengan persepsi Wajib Pajak 
mengenai prosedur, kebijakan dan peraturan perpajakan yang diterapkan oleh 
sistem perpajakan di Indonesia yang dirasa sudah adil perlakuannya (Wicaksono, 
2014). Keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang 
ada (Kurniawati & Toly, 2014). Misalnya, setiap warga Negara harus ikut serta 
mengambil bagian dalam pembiayaan pemerintah dan bentuk partisipasi tersebut 
harus proposional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara 
membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang 
dinikmati dari Negaranya. Hal ini dikarenakan, masyarakat menganggap pajak 
adalah beban, sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka 
mendapatkan suatu perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak 
oleh Negara.  
Menurut Siahaan (2010) dalam Suminarsasi dan Supriyadi (2011) keadilan 
pajak terbagi dalam tiga pendekatan, antara lain: 
1. Prinsip Manfaat (Benefit Principle) 
Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli 
perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan 
harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa 
suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh 
setiap Wajib Pajak sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa 
pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan 
  
 
oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan 
sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh 
karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, 
tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak. 
2. Prinsip Kemampuan Membayar (Ability To Pay Principle) 
Pendekatan yang kedua yaitu prinsip kemampuan membayar. Dalam 
pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri 
terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk 
membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, 
perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan 
setiap Wajib Pajak diminta untuk membayar sesuai dengan 
kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan 
sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan 
membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah 
redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah 
yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik. 
3. Prinsip Keadilan Horizontal dan Vertikal 
Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak: 
a. Keadilan Horizontal 
Keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai 
kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama. 
  
 
Dengan demikian prinsip ini hanya menerapkan prinsip dasar keadilan 
berdasarkan Undang-Undang. Misalnya untuk pajak penghasilan, untuk 
orang yang berpenghasilan sama harus membayar jumlah pajak yang 
sama. 
b. Keadilan Vertikal 
Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai 
kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar. Dalam hal ini 
nampak bahwa prinsip keadilan vertikal juga memberikan perlakuan yang 
sama seperti halnya pada prinsip keadilan horizontal, tetapi beranggapan 
bahwa orang yang mempunyai kemampuan berbeda, harus membayar 
pajak dengan jumlah yang berbeda pula. 
Masalah yang sangat mendasar yang selalu dijumpai dalam pemungutan 
pajak adalah bagaimanakah cara mewujudkan keadilan pajak, hal ini tidak mudah 
dijawab karena keadilan memiliki perspektif yang sangat luas, dimana keadilan 
antara masing-masing individu berbeda-beda. Walaupun demikian, Negara dalam 
menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan harus berusaha untuk mencapai 
kondisi dimana masyarakat secara makro dapat merasakan keadilan dalam 
penerapan Undang-Undang Pajak.  
Ada tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak 
Siahaan (2010) dalam Rahman (2013), yaitu sebagai berikut. 
a. Keadilan dalam Penyusunan Undang-Undang Pajak 
Keadilan dalam penyusunan Undang-Undang merupakan salah satu 
penentu dalam mewujudkan keadilan perpajakan, karena dengan melihat 
  
 
proses dan hasil akhir pembuatan Undang-Undang pajak yang kemudian 
diberlakukan masyarakat akan dapat melihat apakah pemerintah juga 
mengakomodasi kepentingan WP dalam penetapan peraturan perpajakan, 
seperti ketentuan tentang siapa yang menjadi objek pajak, apa yang 
menjadi objek pajak, bagaimana cara pembayaran pajak, tindakan yang 
dapat diberlakukan oleh fiskus kepada WP, sanksi yang mungkin 
dikenakan kepada WP yang tidak melaksanakan kewajibannya secara 
tidak benar, hak WP, perlindungan WP dari tindakan fiskus yang 
dianggapnya tidak sesuai dengan ketentuan, keringanan pajak yang dapat 
diberikan kepada WP, dan hal lainnya. Undang-Undang Pajak yang 
disusun dengan mengakomodasi perkembangan yang terjadi di masyarakat 
akan lebih mengakomodir perkembangan yang terjadi dalam masyarakat 
yang lebih mudah diterima oleh masyarakat yang akan membayar pajak, 
karena mereka diperlakukan secara adil oleh pemerintah dalam penetapan 
pungutan wajib yang akan membebani WP. Untuk menilai apakah suatu 
Undang-Undang pajak mewakili fungsi dan tujuan dari hukum pajak dapat 
dilakukan dengan cara melihat sejauh mana asas-asas dalam pemungutan 
pajak dimasukkan ke dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang pajak yang 
bersangkutan. Untuk memenuhi keadilan perpajakan, maka seharusnya 
pemerintah bersama dengan DPR mengikuti syarat pembuatan Undang-





b. Keadilan dalam Penerapan Ketentuan Perpajakan 
Keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan merupakan hal yang 
harus diperhatikan benar oleh Negara/pemerintah sebagai pihak yang 
diberi kewenangan oleh hukum pajak untuk menarik/memungut pajak dari 
masyarakat. Dalam mencapai keadilan ini, Negara/pemerintah melalui 
fiskus harus memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan pajak 
dengan baik. Pada dasarnya salah satu bentuk keadilan didalam penerapan 
hukum pajak adalah terjadinya keseimbangan antara pelaksanaan 
kewajiban perpajakan dan perpajakan dari WP. Karena itu dalam asas 
pemungutan pajak yang baik, fiskus harus konsisten dalam menerapkan 
ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang pajak dengan juga 
memperhatikan kepentingan WP, hal ini dapat dilihat dari contoh sebagai 
berikut: Dalam pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa apabila pengajuan keberatan, 
permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan 
sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar 
sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), 
Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Lebih Bayar 
(SKPLB) yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, 
kelebihan pembayaran pajak tersebut akan dikembalikan dengan ditambah 
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan. Apabila fiskus dengan sengaja berlarut-larut 
  
 
waktu dalam melakukan pengembalian kelebihan karena tidak diatur 
dalam batang tubuh Undang-Undang KUP kapan paling lambatnya 
pengembalian ini harus dilakukan, dan di lain pihak kapanpun 
pengembalian dilakukan kepada WP diberikan bunga yang jumlah 
maksimalnya tidak berubah karena telah ditentukan dalam sistem hukum 
(yaitu maksimal 24 bulan). Terlebih jika sengaja tidak menerbitkan 
imbalan bunga; hal tersebut tentulah akan menimbulkan ketidakadilan bagi 
WP. Kelebihan pembayaran pajak tersebut adalah hak sepenuhnya milik 
WP yang harus dikembalikan. Dalam kasus tersebut timbul pengikraran 
keadilan dalam pelaksanaan hukum pajak yang berdampak pada 
ketidakpuasan masyarakat/WP dan mungkin berakibat menurunnya 
kepatuhan atau menghilangnya kepatuhan WP dalam melaksanakan 
kewajiban perpajakannya. 
c. Keadilan dalam Penggunaan Uang Pajak 
Keadilan dalam penggunaan uang pajak merupakan aspek ketiga yang 
menjadi tolok ukur penerapan keadilan perpajakan, berkaitan dengan 
harapan sampai dimana manfaat dari pemungutan pajak tersebut 
dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Keadilan yang 
bersumber pada penggunaan uang pajak sangat penting karena membayar 
pajak tidak menerima kontra prestasi secara langsung yang “dapat” 
ditunjuk atau yang seimbang pada saat membayar pajak. Sehingga manfaat 
pajak untuk pelayanan umum dan kesejahteraan umum harus benar-benar 
mendapatkan perhatian dan dapat dirasakan secara langsung oleh 
  
 
masyarakat yang menjadi pembayar pajak. Pendekatan manfaat adalah 
fundamental dalam menilai keadilan di dalam penggunaan uang pajak oleh 
pemerintah. 
Berdasarkan uraian diatas, keadilan perpajakan memiliki cakupan luas 
bahkan sangat mendalam karena diasumsikan sebagai umpan balik dari kontribusi 
Wajib Pajak yang ingin mematuhi peraturan pajak dan melaksanakan 
kewajibannya sebagai Wajib Pajak (Hasibuan, 2014). Adil dalam perundang-
undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta telah 
disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam 
pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk 
mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding 
kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Pajak dianggap adil apabila pajak yang 
dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang diterima. 
 
2.1.8 Sistem Perpajakan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah perangkat 
unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. 
Sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan 
perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung 
dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk 
pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional (Silaen, 2015). 




1. Official Assessment System 
Sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah 
(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 
Contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
2. Self Assessment System 
Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib 
Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang 
terutang. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan 
(PPh). 
3. With Holding System  
Sistem perhitungan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga 
untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 
Contoh: mekanisme pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 21, PPh 
Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 Ayat (2), PPh 
pasal 15, dan PPN. 
Untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, pada tahun 1983 dilakukan 
reformasi perpajakan dari official assesment system menjadi self assessment 
system (Friskianti & Handayani, 2014). System ini memberikan kepercayaan 
kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 
besarnya pajak yang terutang secara teratur sesuai ketentuan dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan. Sementara itu, fiskus juga harus berperan aktif 
dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi 
dalam penyelenggaraan sistem perpajakan yang baik (Indriyani dkk., 2016).  
  
 
Sistem perpajakan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari 
unsur tax policy, tax law, dan tax administration yang saling berhubungan satu 
sama lain, bersinegri, bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan 
Negara dalam target perolehan penerimaan pajak secara optimal Rahayu (2010) 
dalam Paramita & Budiasih (2016). Nickerson et al. (2009) mengaitkan sistem 
perpajakan dengan tarif pajak dan kemungkinan korupsi dalam sistem apapun. 
Penerapan sistem pajak ini mengenai tinggi rendahnya tarif pajak seperti 
penerapan PTKP di Indonesia yang hampir setiap tahun diperbaiki, melalui 
Peraturan menteri Keuangan nomor 101/PMK/010/2016 yang mana pemerintah 
telah menaikkan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 54 
juta dari sebelumnya Rp 36 juta setahun dan untuk setiap tambahan tanggungan 
akan mendapat penambahan PTKP sebesar 4,5 juta (Pajakbro, 2016). Hal ini 
dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan sebagai insentif agar 
pertumbuhan ekonomi nasional dapat didorong melalui peningkatan konsumsi 
masyarakat. 
Sistem perpajakan juga dapat dilihat dari kemanakah iuran pajak yang 
terkumpul, apakah benar-benar digunakan untuk pengeluaran umum, ataukah 
justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak. Sistem 
perpajakan juga berkaitan dengan prosedur yang memudahkan Wajib Pajak dalam 
menyetorkan pajaknya dan sosialisasi atau penyuluhan yang baik dari Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP) mengenai akses penyetoran pajak (Suminarsasi dan 
Supriyadi, 2011).  
  
 
Berdasarkan uraian diatas, sistem perpajakan yang tersistematis dengan 
baik akan mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan, 
pembayaran, dan pelaporan pajak terhutangnya (Indriyani dkk., 2016). Pemerintah 
juga harus membuat sebuah sistem perpajakan yang praktis karena sistem 
perpajakan memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak, apabila sistem 
perpajakan di desain sebaik mungkin maka Wajib Pajak akan melaksanakan 
kewajiban perpajakannya dengan baik. 
 
2.1.9 Diskriminasi Perpajakan 
Diskriminasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan 
pembedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara berdasarkan warna kulit, 
golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Menurut Wikipedia (2016) 
diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, 
dimana layanan ini dibuat berdasarkan karateristik yang diwakili oleh individu 
tersebut. Diskriminasi merupakan kejadian yang banyak dijumpai dalam 
masyarakat luas, ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-
bedakan yang lain (Hasibuan, 2014). 
Definisi diskriminasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah 
mencakup perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan 
alamiah atau pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan 
kemampuan individu atau jasanya (Suminarsasi & Supriyadi, 2011). Nickerson et 
al. (2009) menjelaskan diskriminasi perpajakan dalam lingkup perlakuan 
pemerintah yang berbeda untuk kondisi tertentu. Pemerintah dikatakan melakukan 
  
 
bentuk diskriminasi apabila kebijakan yang diterapkan hanya menguntungkan 
pihak tertentu saja, dan pihak yang lain dirugikan.  
Diskriminasi menyebabkan Wajib Pajak merasa diperlakukan secara tidak 
adil akibat dari penerapan sistem yang memihak atau peraturan perpajakan yang 
diterapkan secara tidak baik (Hasibuan, 2014). Adanya diskriminasi yang 
dilakukan pemerintah akan mendorong sikap masyarakat untuk tidak setuju 
dengan kebijakan yang berlaku, seperti penerapan tax amnesty yang banyak 
memunculkan pro dan kontra di lingkungan masyarakat ataupun pemerintah. Hal 
ini dikarenakan tax amnesty dinilai telah melukai rasa keadilan lantaran 
diskriminatif terhadap Wajib Pajak dan tax amnesty dianggap memberi hak 
khusus kepada pihak yang tak taat pajak, berupa pembebasan sanksi administrasi, 
proses pemeriksaan, dan sanksi pidana dimana hal tersebut dinilai bertentangan 
dengan UU 1945 pasal 27 ayat 1 (Irmansyah, 2016). Kemudian, kasus google 
Indonesia yang tidak membayar pajak sedangkan ia mencari keuntungan di 
Indonesia hanya karena google Indonesia bukan merupakan Badan Usaha Tetap 
(Tribunews, 2016). Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang perpajakan 
perusahaan yang wajib di pungut pajaknya hanya perusahaan dalam bentuk Badan 
Usaha Tetap (BUT) sehingga kasus ini menyebabkan masyarakat terutama yang 
mempunyai penghasilan kecil merasa rugi membayar pajak. Padahal, orang yang 
benar-benar harus dipungut pajaknya tidak membayar pajak. Zakat juga dianggap 
sebagai diskriminasi dalam perpajakan karena zakat hanya menjadi pengurang 
pajak untuk Wajib Pajak yang beragama Islam saja sedangkan lain tidak ada 
karena tidak membayar pajak (Suminarsasi & Supriyadi, 2011). Ada juga 
  
 
diskriminasi dalam perpajakan mengenai kebijakan fiskal luar negeri yang terkait 
kepemilikan NPWP yang mana mulai tahun 2011, pemerintah membebaskan 
fiskal ke luar negeri bagi semua warga Negara baik yang memiliki NPWP ataupun 
tidak (Detikfinance, 2010).  
Berdasarkan uraian diatas, diskriminasi dalam perpajakan merujuk pada 
kondisi dimana pemerintah memberikan pelayanan perpajakan yang dianggap 
masyarakat maupun Wajib Pajak tidak seimbang (Abrahams & Kristanto, 2016). 
Hal ini tentunya akan membuat Wajib Pajak berpikir untuk apa mereka membayar 
pajak apabila tidak memperoleh perlakuan yang sama karena secara psikologis 
masyarakat menganggap pajak tersebut adalah beban, sehingga masyarakat 
memerlukan kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam 
pengenaan pajak oleh Negara (Silaen, 2015). 
 
2.1.10  Teknologi dan Informasi Perpajakan 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teknologi dibedakan 
menjadi dua definisi, yaitu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu 
pengetahuan terapan dan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang 
yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.  Dirjen 
Pajak telah melakukan beberapa reformasi perpajakan dan modernisasi 
administrasi perpajakan dalam hal teknologi berlandaskan case management (Ayu 
& Hastuti, 2009). Modernisasi ditandai dengan adanya teknologi informasi yaitu 
e-system perpajakan (Paramita & Budiasih, 2016). Menurut Okeye & Ezejiofor 
(2014) pemerintah harus mendukung pembentukan administrasi E-system 
  
 
perpajakan ini agar dapat mulai memperoleh manfaat dari tingginya tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak dan E-system perpajakan harus dilaksanakan untuk 
mengurangi penyalahgunaan uang pajak. E-system perpajakan terdiri dari e-
registration, e-filling, e-SPT, e-NJOP, e-NPWP, e-billing, dan e-faktur.  
Teknologi dan informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan 
prasana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta 
informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan 
terhadap Wajib Pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Silaen, 
2015). Dengan semakin memadainya Teknologi dan infomasi dibidang 
perpajakan, waktu yang dibutuhkan seorang Wajib Pajak dalam memenuhi 
kewajiban pajaknya semakin efektif dan efesien (Silaen, 2015). Teknologi dan 
informasi perpajakan dapat diakses dengan mudah melalui media cetak, media 
elektronik, dan media internet.  
Modernisasi layanan perpajakan yang sudah memadai diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak bisa 
meningkat seiring dengan dipermudahnya cara pembayaran dan pelaporan pajak 
(Permatasari & Laksito, 2013). Menurut Sari (2013) ada beberapa fasilitas 
pelayanan perpajakan yang tersedia di tiap KPP dan siap dimanfaatkan oleh 
masyarakat atau Wajib Pajak seirama dengan modernisasi, yaitu sebagai berikut. 
1. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) 
Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, dibentuk suatu 
tempat pelayanan yang terpadu disetiap KPP, seperti penerimaan 
dokumen atau laporan perpajakan (SPT, SSP, dan sebagainya) yang 
  
 
diserahkan langsung oleh Wajib Pajak sehingga tidak harus ke masing-
masing seksi. Dengan adanya TPT ini memudahkan pengawasan terhadap 
proses pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak. 
2. Account Representative 
Salah satu ciri khas dari KPP modern adalah adanya Account 
Representative (AR). AR adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang 
diberikan wewenang khusus untuk memberikan pelayanan dan mengawasi 
Wajib Pajak secara langsung. Dengan adanya Account Representative ini 
diharapkan dapat menciptakan hubungan yang dilandaskan kepercayaan 
antara KPP dan Wajib Pajak. 
3. Help Disk 
Dengan adanya Help Disk diharapkan mampu menghilangkan 
kebingungan dan kesulitan yang kadang-kadang dialami masyarakat bila 
berhubungan dengan suatu kantor pajak termasuk instansi pemerintah, 
fasilitas help disk dengan teknologi tax knowledge base, menyangkut: 
a. Peraturan pajak yang komprehensif dan terkini. 
b. Dikompilasi sesuai standar Q&A, flowchart, dan penjelasan singkat. 
c. Tersedia dalam komputer, sehingga mudah untuk diakses. 
d. Diharapkan mampu untuk menjawab berbagai permasalahan mengenai 
pajak. 
4. Complaint Center  
Berfungsi untuk menampung keluhan-keluhan Wajib Pajak yang terdaftar 
di KPP diwilayah kerjanya. 
  
 
5. Call Center 
Fungsi call utama yang ditangani call center menyangkut pelayanan 
(konfirmasi, prosedur, peraturan, material perpajakan, dan lainnya). 
6. Media Informasi Pajak 
Dengan adanya media informasi, Wajib Pajak dapat mengakses segala 
sesuatu hal yang berhubungan dengan pajak yang dibutuhkan secara 
gratis. 
7. Website 
Untuk mempermudah akses informasi perpajakan kepada masyarakat, 
terlebih lagi dengan iklim yang mengglobal, maka dibuat website 
perpajakan yang dikelola DJP, yaitu www.pajak.go.id. 
8. E-system perpajakan  
Pemanfaatan dan penerapan e-system dimaksudkan agar semua proses 
kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat, dan 
akurat. Beberapa e-system yang dimanfaatkan masyarakat atau Wajib 
Pajak, yaitu: 
a. e-registration adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak 
dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha 
Kena Pajak (PKP) melalui sistem yang berhubungan langsung dengan 
DJP secara online. 
b. e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara 
elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Yang dapat di 
  
 
aplikasikan adalah lampiran SPT Masa PPh, SPT Tahunan PPh, dan 
SPT Masa PPN. 
c. e-filling adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui 
sistem online dan real time. 
d. online payment adalah suatu cara pembayaran yang dapat dilakukan 
dengan menggunakan media elektronik online seperti internet, 
sehingga memudahkan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak. 
Berdasarkan uraian di atas, Wajib Pajak diharapkan dapat 
menggunakannya dengan sebaik mungkin dalam memenuhi kewajibannya dan 
dapat meningkatkan kepatuhan terhadap berbagai aturan perpajakan, serta dapat 
menghindari tindakan penggelapan pajak (tax evasion). Akan tetapi, menurut 
Permatasari & Laksito (2013) masih banyak Wajib Pajak yang masih 
menggunakan fasilitas-fasilitas perpajakan secara manual, jarang membuka 
website DJP dan belum memaksimalkan kemudahan yang ditawarkan oleh DJP 
kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. 
 
2.2     Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan pengujian mengenai faktor-
faktor yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas 
penggelapan pajak (Tax Evasion). Berikut hasil beberapa penelitian terdahulu 
yang mendukung penelitian ini, yaitu: 
1. Suminarsasi & Supriyadi (2011) dengan judul “Pengaruh Keadilan, 
Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi terhadap persepsi Wajib Pajak 
  
 
mengenai Etika atas penggelapan pajak (tax evasion).” Populasi dalam 
penelitian ini adalah para Wajib Pajak PPh orang pribadi yang sudah 
mempunyai NPWP yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil 
penelitian menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif 
terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax 
evasion), diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib 
Pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion) sedangkan 
keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai 
etika penggelapan pajak (tax evasion). 
2. Permatasari & Laksito (2013) yang berjudul “Meminimalisasi Tax 
Evasion melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, 
Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketetapan Pengalokasian Pengeluaran 
Pemerintah”. Populasi yang digunakan adalah Wajib Pajak yang 
terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan dari tahun 2007-2011. 
Hasil menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh  positif  terhadap tax 
evasion, sedangkan teknologi dan informasi perpajakan, keadilan 
sistem perpajakan dan ketepatan pengalokasian pengeluaran 
pemerintah berpengaruh negatif terhadap tax evasion. 
3. Ardyaksa & Kiswanto (2014) yang berjudul “Pengaruh Keadilan, Tarif 
Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi 
Perpajakan terhadap Tax Evasion.” Populasi dalam penelitian ini adalah 
Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pati dan 
berdomisili di Kabupaten Pati. Hasil penelitian menemukan bahwa 
  
 
ketepatan pengalokasian serta teknologi dan informasi perpajakan 
berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sedangkan keadilan, 
tarif pajak, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak 
berpengaruh terhadap penggelapan pajak. 
4. Ningsih (2015) yang berjudul “Determinan Persepsi mengenai Etika 
Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi pada Mahasiswa Jurusan 
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya).” 
Sampel penelitian adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Hasil penelitian 
menemukan bahwa keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap 
persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax 
evasion), sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi 
Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion), dan 
diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak 
mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). 
5. Silaen (2015) yang berjudul “Pengaruh Sistem Perpajakan, 
Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi 
Wajib Pajak mengenai Etika atas penggelapan pajak (Tax Evasion).” 
Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
terdaftar di KPP Pratama Batam. Hasil penelitian menemukan bahwa 
sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak 
mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion), diskriminasi 
berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika 
  
 
penggelapan pajak (tax evasion), dan teknologi dan informasi 
perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak 
mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion). 
6. Paramita & Budiasih (2016) yang berjudul “Pengaruh Sistem 
perpajakan, Keadilan, dan Teknologi Perpajakan pada Persepsi Wajib 
Pajak mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion).” Populasi dalam 
penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP 
Pratama Badung Utara. Hasil penelitian menemukan bahwa sistem 
perpajakan dan keadilan berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak 
tentang perilaku penggelapan pajak (tax evasion), sedangkan teknologi 
perpajakan tidak berpengaruh negatif pada persepsi Wajib Pajak 
tentang perilaku penggelapan pajak (tax evasion). 
Beberapa penelitian terdahulu diringkas pada Tabel berikut ini: 
Tabel 2.1 









adalah persepsi Wajib 
Pajak mengenai 






Hasil penelitian menemukan bahwa 
sistem perpajakan berpengaruh 
negatif terhadap persepsi Wajib Pajak 
mengenai etika penggelapan pajak 
(tax evasion), diskriminasi 
berpengaruh positif terhadap persepsi 
Wajib Pajak mengenai etika 
penggelapan pajak (tax evasion) 
sedangkan keadilan tidak 
berpengaruh terhadap persepsi Wajib 
Pajak mengenai etika penggelapan 





adalah tax evasion. 
Variabel independen 
adalah tarif pajak, 
Hasil menemukan bahwa  tarif pajak 
berpengaruh  positif  terhadap tax 
evasion, sedangkan teknologi dan 
informasi perpajakan, keadilan sistem 
  
 
teknologi dan informasi 
perpajakan, keadilan 
sistem perpajakan, dan 
ketepatan pengalokasian 
pengeluaran pemerintah. 
perpajakan, dan ketepatan 
pengalokasian pengeluaran 
pemerintah berpengaruh negatif 
terhadap tax evasion. 




adalah  tax evasion. 
Variabel independen 






Hasil penelitian menemukan bahwa 
ketepatan pengalokasian serta 
teknologi dan informasi perpajakan 
berpengaruh negatif terhadap 
penggelapan pajak, sedangkan 
keadilan, tarif pajak, dan 
kemungkinan terdeteksinya 
kecurangan tidak berpengaruh 




adalah persepsi Wajib 
Pajak mengenai 






Hasil penelitian menemukan bahwa 
keadilan tidak berpengaruh negatif 
terhadap persepsi Wajib Pajak 
mengenai etika atas penggelapan 
pajak, sistem perpajakan berpengaruh 
negatif terhadap persepsi Wajib Pajak 
mengenai etika atas penggelapan 
pajak, dan diskriminasi berpengaruh 
positif terhadap persepsi Wajib Pajak 





adalah persepsi Wajib 
Pajak mengenai 
penggelapan pajak (tax 






Hasil penelitian menemukan bahwa 
sistem perpajakan berpengaruh 
negatif terhadap persepsi Wajib Pajak 
mengenai etika penggelapan pajak, 
diskriminasi berpengaruh positif 
terhadap persepsi Wajib Pajak 
mengenai etika penggelapan pajak, 
dan teknologi dan informasi 
perpajakan berpengaruh negatif 
terhadap persepsi Wajib Pajak 
mengenai etika penggelapan pajak. 




adalah persepsi Wajib 
Pajak mengenai 




keadilan, teknologi dan 
informasi perpajakan. 
Hasil penelitian menemukan bahwa 
sistem perpajakan dan keadilan 
berpengaruh negatif pada persepsi 
Wajib Pajak tentang perilaku 
penggelapan pajak, sedangkan 
teknologi perpajakan tidak 
berpengaruh negatif pada persepsi 






2.3      Hipotesis Penelitian 
2.3.1    Keadilan Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas 
Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 
Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa ketika akan melakukan 
sesuatu, Wajib Pajak akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari 
orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative belief). 
Munculnya pemikiran mengenai pentingnya keadilan bagi Wajib Pajak akan 
mempengaruhi sikap dan niat individu dalam membayar pajak. 
Pengaruh keadilan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas 
penggelapan pajak (tax evasion) juga didasari oleh teori atribusi situasional. 
Atribusi situasional menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal 
seperti lingkungan kerja atau pengaruh sosial (tekanan) dari orang lain. Jadi dapat 
diartikan bahwa Wajib Pajak berperilaku sesuai dengan pandangan mereka 
mengenai penggelapan pajak (tax evasion) yang dipengaruhi oleh kondisi 
eksternal yaitu berkaitan dengan keadilan yang diberikan oleh pemerintah.  
Kondisi eksternal yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai 
etika atas penggelapan pajak (tax evasion) yaitu apabila uang pajak yang 
dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk pengeluaran umum Negara, tidak 
untuk kepentingan pribadi pemerintah serta pengenaan dan pemungutan terhadap 
masyarakat diperlakukan dengan sama (Nickerson et al., 2009). Dalam 
menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan, Negara juga harus berusaha 
mencapai kondisi dimana masyarakat secara luas dapat merasakan keadilan dalam 
penerapan Undang-Undang dan ketentuan perpajakan (Ningsih, 2015). Menurut 
  
 
Suminarsasi & Supriyadi (2011) semakin tinggi tingkat keadilan dalam 
perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang 
tidak etis, sebaliknya semakin rendah tingkat keadilan dalam perpajakan maka 
perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.  
Nickerson et al. (2009) menemukan bahwa keadilan merupakan salah satu 
faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak (tax evasion). Hal tersebut 
didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Paramita & Budiasih (2016) 
yang menemukan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib 
Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). Berdasarkan 
penjelasan tersebut, maka hipotesis yang pertama yaitu: 
H1 : Keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak 
mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). 
 
2.3.2 Sistem Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas 
Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 
Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa ketika akan melakukan 
sesuatu, Wajib Pajak akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari 
orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative belief). 
Munculnya pemikiran mengenai pentingnya pelaksanaan sistem perpajakan yang 
baik bagi Wajib Pajak akan mempengaruhi sikap dan niat individu dalam 
membayar pajak. 
Pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika 
atas penggelapan pajak (tax evasion) juga didasari oleh teori atribusi situasional. 
  
 
Atribusi situasional menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal 
seperti lingkungan kerja atau pengaruh sosial (tekanan) dari orang lain. Jadi dapat 
diartikan bahwa Wajib Pajak berperilaku sesuai dengan pandangan mereka 
mengenai penggelapan pajak (tax evasion) yang dipengaruhi oleh kondisi 
eksternal yaitu berkaitan dengan pelaksanaan sistem perpajakan. 
Kondisi eksternal yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak tentang 
perilaku penggelapan pajak yaitu mengenai bagaimana pertanggungjawaban 
pemerintah dalam menggunakan uang pajak, apakah dimanfaatkan untuk 
pengeluaran Negara secara umum atau justru pemerintah maupun petugas pajak 
menyalahgunakan uang pajak tersebut (Suminarsasi & Supriyadi, 2011). Menurut 
Suminarsasi & Supriyadi (2011) semakin baik sistem perpajakan yang ada maka 
perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya 
semakin tidak baik sistem perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak 
dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.  
Nickerson et al. (2009) menemukan bahwa sistem perpajakan merupakan 
salah satu faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak (tax evasion). Hal 
tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi & 
Supriyadi (2011), Ningsih (2015), Silaen (2015), dan Paramita & Budiasih (2016) 
yang menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi 
Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). Berdasarkan 
penjelasan tersebut, maka hipotesis yang kedua yaitu: 
H2 : Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak 
mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). 
  
 
2.3.3 Diskriminasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika 
atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 
Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa ketika akan melakukan 
sesuatu, Wajib Pajak akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari 
orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative belief). 
Munculnya pemikiran mengenai diskriminasi dalam perpajakan bagi Wajib Pajak 
akan mempengaruhi sikap dan niat individu dalam membayar pajak. 
Pengaruh diskriminasi terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas 
penggelapan pajak (tax evasion) didasari oleh teori atribusi situasional. Atribusi 
situasional menghubungkan perilaku seseorang dengan faktor eksternal seperti 
lingkungan kerja atau pengaruh sosial (tekanan) dari orang lain. Jadi dapat 
diartikan bahwa Wajib Pajak berperilaku sesuai dengan pandangan mereka 
mengenai penggelapan pajak (tax evasion) yang dipengaruhi oleh kondisi 
eksternal yaitu berkaitan dengan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah. 
Kondisi eksternal yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak tentang 
perilaku penggelapan pajak yaitu mengenai peraturan perpajakan yang tidak adil, 
dalam artian peraturan tersebut menguntungkan pihak-pihak tertentu, ataupun 
diskriminasi dari segi perlakuan terhadap seluruh Wajib Pajak (Silaen, 2015). 
Karena secara psikologis masyarakat merasakan pajak sebagai beban, maka 
tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan 
perlakuan yang sama dalam pengenaan pumungutan pajak (Silaen, 2015). 
Menurut Suminarsasi & Supriyadi (2011) semakin tinggi tingkat diskriminasi 
dalam perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku 
  
 
yang cenderung etis, sebaliknya semakin rendah tingkat diskriminasi dalam 
perpajakan maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang 
tidak etis.  
Nickerson et al. (2009) menemukan bahwa diskriminasi merupakan salah 
satu faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Hal tersebut didukung dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi & Supriyadi (2011), Ningsih (2015) 
dan Silaen (2015) yang menemukan bahwa diskriminasi berpengaruh positif 
terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax 
evasion). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang ketiga yaitu: 
H3 : Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak 
mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). 
 
2.3.4 Teknologi dan Informasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak 
mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)  
Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa ketika akan melakukan 
sesuatu, Wajib Pajak akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari 
orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (normative belief). 
Munculnya pemikiran mengenai pentingnya teknologi dan informasi yang baik 
bagi Wajib Pajak akan mempengaruhi sikap dan niat individu dalam membayar 
pajak. 
Pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap persepsi Wajib 
Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion) didasari oleh teori 
atribusi situasional. Atribusi situasional menghubungkan perilaku seseorang 
  
 
dengan faktor eksternal seperti lingkungan kerja atau pengaruh sosial (tekanan) 
dari orang lain. Jadi dapat diartikan bahwa Wajib Pajak berperilaku sesuai dengan 
pandangan mereka mengenai penggelapan pajak (tax evasion) yang dipengaruhi 
oleh kondisi eksternal yaitu berkaitan dengan teknologi dan informasi perpajakan. 
Kondisi eksternal yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai 
penggelapan pajak yaitu bagaimana penerapan teknologi terkini dalam pelayanan 
perpajakan (Ayu & Hastuti, 2009). Modernisasi layanan perpajakan yang 
dilakukan pemerintah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, 
sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak bisa meningkat seiring dengan 
dipermudahnya cara pembayaran dan pelaporan pajak dan dapat menghindari 
tindakan penggelapan pajak (tax evasion) (Permatasari & Laksito, 2013). Menurut 
Paramita & Budiasih (2016) semakin baik teknologi dan informasi perpajakan 
yang ada maka perilaku penggelapan pajak dianggap tidak baik atau tidak etis, 
sebaliknya semakin buruk teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka 
perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap baik atau etis. 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Permatasari & Laksito (2013), 
Ardyaksa & Kiswanto (2014) dan Silaen (2015) menemukan bahwa teknologi dan 
informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak 
mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). Berdasarkan penjelasan 
tersebut, maka hipotesis yang keempat, yaitu: 
H4 : Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi 




2.4 Kerangka Pemikiran 
Penelitian ini menguji pengaruh keadilan perpajakan (X1), sistem perpajakan 
(X2), diskriminasi perpajakan (X3), teknologi dan informasi perpajakan (X4) 
terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax 
evasion) (Y). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
                     
     H1(-) 
      
                  H2(-) 
      
            
H3(+) 
 
        H4(-) 
 
 
Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini (2017) 
 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Persepsi Wajib Pajak mengenai 
Etika atas penggelapan pajak 
(Tax Evasion) 
 














3.1       Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010) penelitian kuantatif dapat diartikan sebagai 
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 
meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel biasanya 
random, penelitian menggunakan instrumen penelitian, analisa data bersifat 
kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
 
3.2  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
3.2.1 Variabel Dependen 
3.2.1.1 Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (Tax 
Evasion) 
Persepsi individu terhadap perilaku penggelapan pajak (tax evasion) 
adalah proses individu dalam menerima, menanggapi, dan menafsirkan perilaku 
penggelapan pajak (tax evasion) yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang 
melingkupi individu tersebut (Paramita & Budiasih, 2016). Indikator yang 
digunakan dalam mengukur variabel ini menggunakan indikator yang telah 
dikembangkan oleh Paramita & Budiasih (2016), yaitu: 
1. Penerapan tarif pajak yang tinggi dan tidak ada kerjasama yang baik antara 





2. Lemahnya pelaksanaan hukum pajak dan terdapat peluang Wajib Pajak 
dalam melakukan penggelapan pajak 
3. Intergritas atau mentalitas aparatur perpajakan/fiskus dan penjabat 
pemerintah yang buruk serta pendiskriminasian terhadap perlakuan pajak 
Variabel ini menggunakan 7 item pernyataan dan dinilai menggunakan 
skala likert 1 sampai dengan 5, poin 1 (satu) menyatakan sangat tidak setuju 
(STS) sedangkan poin 5 (lima) menyatakan sangat setuju (SS). Berdasarkan 
jawaban responden, poin 1 (satu) menunjukkan bahwa penggelapan pajak 
dipandang tidak pernah etis dan poin 5 (lima) menunjukkan bahwa penggelapan 
pajak dipandang selalu etis.  
 
3.2.2 Variabel Independen 
3.2.2.1 Keadilan Perpajakan 
Keadilan dalam perpajakan berkaitan dengan persepsi Wajib Pajak 
mengenai prosedur, kebijakan dan peraturan perpajakan yang diterapkan oleh 
sistem perpajakan Indonesia dirasa sudah adil perlakuannya (Wicaksono, 2014). 
Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini, menggunakan indikator 
yang telah dikembangkan oleh Paramita & Budiasih (2016), yaitu: 
1. Prinsip manfaat dan penggunaan uang yang bersumber dari pajak 
2. Keadilan horizontal dan keadilan vertikal dalam pemungutan pajak 
3. Keadilan dalam penyusunan Undang-Undang pajak 





Variabel ini menggunakan 4 item pernyataan dan dinilai menggunakan 
skala likert 1 sampai dengan 5, poin 1 (satu) menyatakan sangat tidak setuju 
(STS) sedangkan poin 5 (lima) menyatakan sangat setuju (SS). Berdasarkan 
jawaban responden, poin 1 (satu) menunjukkan bahwa keadilan pajak sangat 
rendah dan poin 5 (lima) menunjukkan bahwa keadilan pajak sangat tinggi. 
 
3.2.2.2 Sistem Perpajakan 
Sistem perpajakan merupakan prosedur yang memudahkan Wajib Pajak 
dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan penyetorkan pajaknya serta  
sosialisasi atau penyuluhan yang baik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 
mengenai akses penyetoran pajak (Suminarsasi & Supriyadi, 2011). Indikator 
yang digunakan dalam mengukur variabel ini menggunakan indikator yang telah 
dikembangkan oleh Paramita & Budiasih (2016), yaitu: 
1. Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia 
2. Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak 
3. Kemudahan fasilitas sistem perpajakan 
Variabel ini menggunakan 5 item pernyataan dan dinilai menggunakan 
skala likert 1 sampai dengan 5, poin 1 (satu) menyatakan sangat tidak setuju 
(STS) sedangkan poin 5 (lima) menyatakan sangat setuju (SS). Berdasarkan 
jawaban responden, poin 1 (satu) menunjukkan bahwa sistem perpajakan sangat 







3.2.2.3 Diskriminasi Perpajakan 
Diskriminasi dalam perpajakan merupakan kondisi dimana pemerintah 
memberikan pelayanan perpajakan yang tidak seimbang terhadap masyarakat 
maupun Wajib Pajak (Abrahams & Kristanto, 2016). Indikator yang digunakan 
dalam mengukur variabel ini menggunakan indikator yang telah dikembangkan 
oleh Silaen (2015), yaitu: 
1. Pendiskriminasian atas ras, kebudayaan, agama dan keanggotaan kelas-
kelas sosial 
2. Pendiskriminasian terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat 
perpajakan 
Variabel ini menggunakan 5 item pernyataan dan dinilai menggunakan 
skala likert 1 sampai dengan 5, poin 1 (satu) menyatakan sangat tidak setuju 
(STS) sedangkan poin 5 (lima) menyatakan sangat setuju (SS). Berdasarkan 
jawaban responden, poin 1 (satu) menunjukkan bahwa diskriminasi sangat rendah 
dan poin 5 (lima) menunjukkan bahwa diskriminasi sangat tinggi. 
 
3.2.2.4 Teknologi dan Informasi  Perpajakan 
Teknologi dan informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan 
prasana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta 
informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan 
terhadap Wajib Pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Silaen, 
2015). Indikator yang digunakan dalam mengukur variabel ini menggunakan 





1. Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan 
2. Memadainya teknologi yang berkaitan dengan perpajakan 
3. Akses informasi perpajakan yang mudah 
4. Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan 
Variabel ini menggunakan 9 item pernyataan dan dinilai menggunakan 
skala likert 1 sampai dengan 5, poin 1 (satu) menyatakan sangat tidak setuju 
(STS) sedangkan poin 5 (lima) menyatakan sangat setuju (SS). Berdasarkan 
jawaban responden, poin 1 (satu) menunjukkan bahwa teknologi dan informasi 
perpajakan sangat rendah dan poin 5 (lima) menunjukkan bahwa teknologi dan 
informasi perpajakan sangat tinggi.  
 
3.3  Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi (population) adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau 
hal mana yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006). Populasi dalam 
penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha 
di Kota Bengkulu dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kota 
Bengkulu dengan jumlah populasi sebanyak 9.444 Wajib Pajak. Sementara itu, 
sampel (sample) adalah subkelompok atau sebagian dari suatu populasi (Sekaran, 
2006). 
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode non 
probability dengan pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus 













n = 98,95 
 Dibulatkan menjadi 99. 
Keterangan:  
n = Ukuran Sampel 
N = Ukuran Populasi 
e = Persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan 
sampel yang masih dapat ditolelir yaitu 10% (populasi yang besar) 
 
3.4   Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 
survey melalui kuesioner. Metode Survey merupakan metode pengumpulan data 
primer yang menggunakan pernyataan lisan dan tertulis, sedangkan kuesioner 
merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pernyataan 
kepada responden dengan harapan mereka akan memberikan respon terhadap 
daftar pernyataan tersebut. 
Pada penelitian ini, kuesioner yang dipilih sebagai teknik pengumpulan 
data yang dianggap paling cocok diterapkan. Teknik ini memberikan tanggung 
jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pernyataan. Kuesioner 
dalam penelitian ini dibagikan secara personal (personality administered 
quenstionnaires). Penyebaran kuesioner dilakukan dengan mendatangi satu 
persatu calon responden, mengecek apakah calon memenuhi persyaratan sebagai 
calon responden, lalu menyatakan kesediaan untuk mengisi kuesioner dan 





disusun berdasarkan variabel yang akan diuji, yaitu keadilan perpajakan, sistem 
perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, serta 
persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). 
Sebelum kuesioner digunakan untuk pengumpulan data yang sebenarnya, 
terlebih dahulu dilakukan pilot test kepada responden yang memiliki karakteristik 
yang sama dengan karakteristik populasi penelitian. Pilot test dilakukan untuk 
mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas alat ukur penelitian, sehingga 
diperoleh item-item pernyataan yang layak untuk digunakan sebagai alat ukur 
untuk pengumpulan data penelitian. 
 
3.5 Metode Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan program pengelolaan data yaitu, Statistical 
Product and Service Solution (SPSS) versi 16.  Ada beberapa teknik analisis data 
yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 
 
3.5.1 Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses 
transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah untuk 
dipahami dan diinterpretasikan. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini 
meliputi rata-rata (mean), ukuran penyebaran (standar deviasi) dan bentuk 
distribusi (nilai minimum dan nilai maksimum) data yang penentuannya 






3.5.2 Uji Kualitas Data 
3.5.2.1 Uji Validitas 
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner 
(Ghozali, 2013). Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pernyataan pada 
kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. 
Uji validitas dalam penelitian ini adalah menggunakan CFA (Confirmatory Factor 
Analysis). CFA merupakan cara untuk menguji seberapa baik variabel terukur 
mewakili konstruk. Untuk mengukur tingkat interkorelasi antarkorelasi antar 
variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah Kaiser Meyer Olkin 
Measure of Sampling Adequency (KMO MSA). Nilai KMO MSA  > 0,50 maka 
indikator pernyataan atau data dikatakan valid. 
 
3.5.2.2 Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 
reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 
atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini 
menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel 
dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha (α) > 0,70 (Nunnally, 






3.5.3 Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi yang 
dibuat dapat digunakan sebagai alat pendeteksi yang baik atau tidak. Uji asumsi 
klasik yang akan dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji 
heteroskedastisitas. 
 
3.5.3.1 Uji Normalitas  
Uji normalitas merupakan pengujian asumsi residual yang berdistribusi 
normal atau tidak (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik adalah dimana model 
yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas akan 
terpenuhi apabila sampel yang digunakan lebih dari 30, untuk mengetahui 
normalitas distibusi data dapat dilakukan dengan menggunakan analisis statistik, 
yaitu menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Pengujian data 
berdistribusi normal jika nilai Asymp Sig (2-tailed) yang dihasilkan dari 
unstandardized residual lebih besar dari nilai alpha yaitu sebesar 0,05 (5%). 
 
3.5.3.2 Uji Multikolinearitas 
Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk 
mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas didalam model regresi maka digunakan 
penilaian Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance Value. Model regresi 





nilai VIF > 10. Sebaliknya, jika tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka tidak 
akan  terjadi multikolinearitas antara variabel independen (Ghozali, 2013). 
 
3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi 
heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat diketahui dengan menggunakan uji 
Glesjer. Uji ini dilakukan dengan meregresikan variabel independen terhadap nilai 
absolut residunya. Kriteria pengujiannya adalah jika probabilitas signifikan 
masing-masing variabel independen > 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi 
heteroskedastisitas dalam model regresi, sebaliknya jika nilai probabilitas < 0,05, 
maka terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).  
 
3.5.4 Uji Hipotesis 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 
berganda. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). 
Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 
𝑌 =  𝛼 + 𝛽1𝑋1 +  𝛽2𝑋2 +  𝛽3𝑋3 + 𝛽4𝑋4 + 𝑒 
 
Keterangan: 
Y = Persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion) 
α  = Konstanta 
β         = Koefisien Regresi  
X1 = Keadilan Perpajakan 





X3 = Diskriminasi Perpajakan 
X4 = Teknologi dan Informasi Perpajakan 
e        = error 
 
3.5.4.1 Uji Kelayakan Model 
Untuk dapat mengetahui apakah model regresi yang digunakan dalam 
penelitian ini telah sesuai dan layak digunakan, maka dilakukan dengan melihat 
nilai signifikan F dengan taraf signifikan yang digunakan adalah 0,05, dengan 
kriteria pengambilan keputusan apabila probabilitas (signifikansi) > 0,05 maka 
artinya model yang digunakan tidak fit (model tidak sesuai), sebaliknya apabila 
probabilitas < 0,05 artinya model yang digunakan fit (layak diuji) (Ghozali, 2013). 
 
3.5.4.2 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 
Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar 
presentasi variasi variabel dependen pada model dapat diterangkan oleh variasi 
variabel independen (Ghozali, 2013). Koefisien determinasi (R2) dinyatakan 
dalam presentase yang nilainya berkisar antara 0 < R2 <1. Nilai R2 yang kecil 
menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 
variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai R2 yang mendekati satu berarti 
variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Penelitian ini 
menggunakan Adjusted R2  karena nilai Adjusted R2 lebih fleksibel dapat naik atau 
turun apabila suatu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Semakin 
tinggi nilai Adjusted R2 maka semakin tinggi variabel independen dapat 





3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual 
Nilai t digunakan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel 
independen terhadap variabel dependen juga dilakukan dengan melihat nilai 
probabilitasnya (signifikansi), dimana apabila nilai signifikan t < 0,05, maka itu 
artinya variabel independen berpengaruh terhadap dependen, sebaliknya apabila 
nilai signifikan t  > 0,05 itu berarti variabel independen tidak berpengaruh 
terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Selanjutnya, untuk melihat arah 
pengaruh maka dilihat dari koefisien regresi. Apabila koefisien regresi positif 







  BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
4.1 Pilot test 
Sebelum memperoleh data penelitian, peneliti telah melakukan pilot test. 
Pilot test ini dilakukan oleh 30 orang Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki 
kegiatan usaha dengan tahap pengumpulan data dilakukan sejak tanggal 31 
Januari 2017 sampai tanggal 4 Februari 2017. Pilot test dilakukan untuk 
mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas alat ukur penelitian, sehingga 
diperoleh item-item pernyataan yang layak digunakan sebagai alat ukur untuk 
pengumpulan data penelitian. Untuk mengukur tingkat interkorelasi antarkorelasi 
antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah dengan melihat 
nilai KMO MSA  > 0,50. Hasil Pengujian validitas data untuk pilot test dapat 








Hasil Pengujian Validitas Pilot Test 
 








KP1 0,587 Valid 
KP2 0,461 Tidak Valid 
KP3 0,694 Valid 
KP4 0,378 Tidak Valid 
KP5 0,372 Tidak Valid 
KP6 0,740 Valid 
KP7 0,682 Valid 




SP1 0,686 Valid 
SP2 0,776 Valid 
SP3 0,818 Valid 
SP4 0,705 Valid 
SP5 0,839 Valid 




DP1 0,772 Valid 
DP2 0,746 Valid 
DP3 0,839 Valid 
DP4 0,702 Valid 







TIP1 0,795 Valid 
TIP2 0,922 Valid 
TIP3 0,781 Valid 
TIP4 0,755 Valid 
TIP5 0,909 Valid 
TIP6 0,843 Valid 
TIP7 0,880 Valid 
TIP8 0,791 Valid 
TIP9 0,872 Valid 
5 






EP1 0,702 Valid 
EP2 0,703 Valid 
EP3 0,809 Valid 
EP4 0,846 Valid 
EP5 0,814 Valid 
EP6 0,843 Valid 
EP7 0,743 Valid 





Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, untuk variabel keadilan perpajakan pada 
item pernyataan KP2, KP4, dan KP5 anti image corelation dibawah 0,50, 
sehingga pernyataan KP2, KP4 dan KP5 yang memiliki nilai anti image 
corelation terkecil dieliminasi dari pengujian validitas dan tidak diikutkan lagi 
pada pengujian selanjutnya sedangkan untuk variabel yang lain sudah memenuhi 
kriteria uji validitas dengan CFA. Hasil setelah KP2, KP4 dan KP5 dieliminasi 






Hasil Pengujian Validitas Pilot Test 
setelah KP2, KP4, Dan KP5 di eliminasi 
 








KP1 0,663 Valid 
KP3 0,674 Valid 
KP6 0,635 Valid 
KP7 0,750  Valid 




SP1 0,686 Valid 
SP2 0,776 Valid 
SP3 0,818 Valid 
SP4 0,705 Valid 
SP5 0,839 Valid 




DP1 0,772 Valid 
DP2 0,746 Valid 
DP3 0,839 Valid 
DP4 0,702 Valid 







TIP1 0,795 Valid 
TIP2 0,922 Valid 
TIP3 0,781 Valid 
TIP4 0,755 Valid 
TIP5 0,909 Valid 
TIP6 0,843 Valid 
TIP7 0,880 Valid 
TIP8 0,791 Valid 
TIP9 0,872 Valid 
5 






EP1 0,702 Valid 
EP2 0,703 Valid 
EP3 0,809 Valid 
EP4 0,846 Valid 
EP5 0,814 Valid 
EP6 0,843 Valid 
EP7 0,743 Valid 





Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, semua item pernyataan untuk variabel 
keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, serta teknologi 
dan informasi perpajakan memenuhi kriteria uji validitas dengan menggunakan 
CFA maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian sudah valid dan 
semua item pernyataan digunakan untuk penelitian. 
Setelah melakukan uji validitas untuk pilot test, selanjutnya melakukan uji 
reliabilitas untuk melihat jawaban responden konsisten atau tidak dari waktu ke 
waktu (Ghozali, 2013). Variabel atau konstuk dikatakan reliabel jika nilai 
Cronbach Alpha > 0,70. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.3 
dibawah ini: 
Tabel 4.3 
Hasil Uji Reliabilitas Pilot Test 
 
No Variabel Nilai Cronbach Alpha  Keterangan 
1 Keadilan Perpajakan 0,717 Reliabel 
2 Sistem Perpajakan 0,787 Reliabel 
3 Diskriminasi Perpajakan 0,809 Reliabel 
4 Teknologi dan Informasi 
Perpajakan 
0,895 Reliabel 
5 Persepsi Wajib Pajak mengenai 
etika atas penggelapan pajak 
0,900 Reliabel 
Sumber : Data primer diolah, 2017 
Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, variabel keadilan perpajakan, sistem 
perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, serta 
persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak dikatakan reliabel 
karena nilai Cronbach Alpha yang menunjukkan > 0,70 sehingga data penelitian 






4.2 Deskripsi Data 
Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara 
langsung kepada 110 responden, yang dilakukan sejak tanggal 6 Februari 2017 
sampai tanggal 19 Februari 2017. Dari 110 kuesioner yang disebarkan sebanyak 
100% kuesioner dikembalikan oleh responden dan sebanyak 1,82% (2 kuesioner) 
tidak dapat digunakan atau diolah karena jawaban pada kuesioner tidak tertera 
secara lengkap dan terdapat jawaban ganda dari responden pada item pernyataan. 
Secara lebih rinci tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada Tabel 4.4 
berikut:  
Tabel 4.4 
Tingkat Pengembalian Kuesioner 
 
Keterangan Jumlah Persentase 
Kuesioner yang disebar 110 Kuesioner 100% 
Kuesioner yang dikembalikan 110 Kuesioner 100% 
Kuesioner yang tidak dapat digunakan 2 Kuesioner 1,82% 
Kuesioner yang dapat digunakan 108 Kuesioner 98,18% 
Sumber : Data hasil pengisian kuesioner, 2017 
 
4.2.1 Deskripsi Responden 
Berdasarkan 108 kuesioner yang dapat diolah, diperoleh informasi 









Uraian  Frekuensi Persentase 
Jenis Kelamin:     
Laki-laki 60 55,56% 
Perempuan 48 44,44% 
Total Responden 108 100% 
Umur   
25-35 36 33,33% 
36-45 39 36,11% 
46-55 30 27,78% 
>55 3 2,78% 
Total Responden 108 100% 
Tingkat Pendidikan:     
SMA 55 50,92% 
Diploma 8 7,41% 








Total Responden 108 100% 
Pekerjaan: 
  Wirausaha saja 73 67,59% 
Karyawan dan memiliki kegiatan 
usaha 15 13,89% 
PNS dan memiliki kegiatan usaha 20 18,51% 
Lainnya.. dan memiliki kegiatan 
usaha 0 0% 
Total Responden 108 100% 
Bidang Usaha: 
  Dagang 70 64,81% 
Industri 11 10,19% 
Jasa 27 25% 
Lainnya 0 0% 
Total Responden 108 100% 
Lama Usaha Berjalan:   
         < 5 tahun 40 37,04% 
5-10 Tahun 38 35,18% 
> 10 tahun 30 27,78% 
Total Responden 108 100% 
Status NPWP 
  NPWP Pribadi 70 64,81% 
NPWP Pribadi dan NPWP Usaha 38 35,19% 
Total Responden 108 100% 





Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
perbedaan signifikan antara responden laki-laki dan perempuan yaitu sebanyak 
55,56% (60 orang) dan 44,44% (48 orang) dengan mayoritas responden berumur 
36-45 tahun sebanyak 36,11% (39 orang), 25-35 tahun sebanyak 33,33% (36 
orang), 46-55 tahun sebanyak 27,78% (30 orang). Hal ini menunjukkan bahwa 
responden berada pada usia produktif. Pada usia produktif responden akan dapat 
bekerja secara maksimal untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi dan 
menyisihkan penghasilannya untuk membayar pajak, akan tetapi berada pada usia 
produktif tidak menutup kemungkinan responden mempersepsikan bahwa 
penggelapan pajak etis dilakukan.  
Dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas responden memiliki tingkat 
pendidikan akhir SMA sebanyak 50,92% (55 orang) dan Strata 1 (S1) sebanyak 
35,18% (38 orang) yang menunjukkan bahwa dengan tingkat pendidikan 
responden yang tinggi, responden dapat mengerti dan menjawab kuesioner dengan 
benar. Dilihat dari jenis pekerjaan, mayoritas pekerjaan responden adalah 
wirausaha yaitu sebanyak 67,59% (73 orang) dan dilihat dari bidang usaha 
responden, mayoritas responden memiliki bidang usaha dagang yaitu sebanyak 
64,81% (70 orang). Hal ini menunjukkan bahwa responden telah memenuhi 
kriteria sampel untuk penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
memiliki kegiatan usaha di Kota Bengkulu. 
Diilihat dari lama usaha berjalan, tidak terjadi perbedaan signifikan yaitu 





orang), 5-10 tahun sebanyak 35,18% (38 orang), dan >10 tahun sebanyak 27,78% 
(30 orang). Hal ini menunjukkan bahwa responden telah memenuhi kriteria Wajib 
Pajak Orang Pribadi yang membayar pajak selama menjalankan usahanya. Dilihat 
dari status NPWP,  mayoritas responden memiliki NPWP Pribadi sebanyak 
64,81% (70 orang). Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
memiliki kegiatan usaha dibengkulu sering membayar pajak menggunakan NPWP 
pribadi. 
 
4.2.2 Statistik Deskriptif  























Evasion) 108 7 35 21 7 32 16,45 6,44 
Keadilan 
Perpajakan 108 4 20 12 7 19 14,38 2,87 
Sistem 
Perpajakan 108 5 25 15 7 23 17,16 3,56 
Diskriminasi 
Perpajakan 108 5 25 15 5 23 11,63 4,17 
Teknologi dan 
Informasi 
Perpajakan 108    9 45 27 15 44 34,44 5,73 
Sumber: Data primer diolah, 2017 
Berdasarkan Tabel 4.6, variabel persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas 
penggelapan pajak (tax evasion) memiliki nilai rata-rata teoritis sebesar 21, 





mengindikasikan bahwa mayoritas responden menjawab tidak setuju dan 
menganggap penggelapan pajak (tax evasion) merupakan perilaku yang tidak 
pernah etis atau tidak baik untuk dilakukan dalam keadaan apapun. Nilai standar 
deviasi sebesar 6,44 lebih kecil dari rata-rata aktualnya sebesar 16,45. Hal ini 
mengindikasikan bahwa jawaban responden untuk variabel persepsi Wajib Pajak 
mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion) cenderung homogen. 
Variabel keadilan perpajakan mempunyai nilai rata-rata teoritis sebesar 12, 
sedangkan rata-rata pada kisaran aktualnya mempunyai nilai sebesar 14,38. Hal 
ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden menjawab setuju dan 
menganggap pajak yang dikenakan sudah mencerminkan keadilan dan persepsi 
Wajib Pajak akan menurunkan perilaku tidak etis atas penggelapan pajak (tax 
evasion). Nilai standar deviasi sebesar 2,87 lebih kecil dari rata-rata aktualnya 
sebesar 14,38. Hal ini mengindikasikan bahwa jawaban responden untuk variabel 
keadilan perpajakan cenderung homogen. 
Variabel sistem perpajakan mempunyai nilai rata-rata teoritis 15, 
sedangkan rata-rata pada kisaran aktualnya mempunyai nilai sebesar 17,16. Hal 
ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden menjawab setuju dan 
menganggap sistem perpajakan yang ada sudah baik dan persepsi Wajib Pajak 
akan menurunkan perilaku tidak etis atas penggelapan pajak (tax evasion). Nilai 
standar deviasi sebesar 3,56 lebih kecil dari rata-rata aktualnya sebesar 17,16. Hal 
ini mengindikasikan bahwa jawaban responden untuk variabel sistem perpajakan 
cenderung homogen. 





sedangkan rata-rata pada kisaran aktualnya sebesar 11,63. Hal ini 
mengindikasikan bahwa mayoritas responden menjawab tidak setuju dan 
menganggap tidak ada diskriminasi dalam perpajakan dan persepsi Wajib Pajak 
akan menurunkan perilaku tidak etis atas penggelapan pajak (tax evasion). Nilai 
standar deviasi sebesar 4,17 lebih kecil dari rata-rata aktualnya sebesar 11,63. Hal 
ini mengindikasikan bahwa jawaban responden untuk variabel sistem perpajakan 
cenderung homogen. 
Variabel teknologi dan informasi perpajakan mempunyai nilai rata-rata 
teoritis 27, sedangkan rata-rata pada kisaran aktualnya sebesar 34,44. Hal ini 
mengindikasikan bahwa adanya teknologi dan informasi perpajakan telah banyak 
digunakan oleh Wajib Pajak dan sangat membantu memudahkan Wajib Pajak 
dalam membayar pajak dan persepsi Wajib Pajak akan menurunkan perilaku tidak 
etis atas penggelapan pajak (tax evasion). Nilai standar deviasi sebesar 5,73 lebih 
kecil dari rata-rata aktualnya sebesar 34,44. Hal ini mengindikasikan bahwa 
jawaban responden untuk variabel sistem perpajakan cenderung homogen. 
 
4.3   Hasil Uji Kualitas Data 
4.3.1  Hasil Uji Validitas 
Hasil pengujian validitas dengan menggunakan uji CFA (Confirmatory 








Hasil Pengujian Validitas 
 








KP1 0,702 Valid 
KP2 0,704 Valid 
KP3 0,658 Valid 
KP4 0,649 Valid 




SP1 0,736 Valid 
SP2 0,856 Valid 
SP3 0,796 Valid 
SP4 0,727 Valid 
SP5 0,798 Valid 




DP1 0,835 Valid 
DP2 0,822 Valid 
DP3 0,794 Valid 
DP4 0,815 Valid 







TIP1 0,849 Valid 
TIP2 0,827 Valid 
TIP3 0,920 Valid 
TIP4 0,813 Valid 
TIP5 0,886 Valid 
TIP6 0,832 Valid 
TIP7 0,842 Valid 
TIP8 0,852 Valid 
TIP9 0,797 Valid 
5 






EP1 0,762 Valid 
EP2 0,813 Valid 
EP3 0,836 Valid 
EP4 0,849 Valid 
EP5 0,871 Valid 
EP6 0,864 Valid 
EP7 0,845 Valid 





Berdasarkan Tabel 4.7 diatas, semua item pernyataan untuk variabel 
keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, serta teknologi 
dan informasi perpajakan memenuhi kriteria uji validitas dengan menggunakan 
CFA maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian sudah valid dan 
dapat dilanjutkan untuk digunakan pada pengujian selanjutnya. 
 
4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas 
Tingkat reliabel suatu variabel atau konstruk penelitian dapat dilihat dari 
hasil uji statistik Cronbach Alpha (α). Variabel atau konstuk dikatakan reliabel 
jika nilai Cronbach Alpha > 0,70. Semakin nilai alpha mendekati satu maka nilai 
reliabilitas datanya semakin terpercaya. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat 
pada Tabel 4.8 dibawah ini: 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Reliabilitas 
 
No Variabel Nilai Cronbach Alpha  Keterangan 
1 Keadilan Perpajakan 0,707 Reliabel 
2 Sistem Perpajakan 0,768 Reliabel 
3 Diskriminasi Perpajakan 0,826 Reliabel 
4 Teknologi dan Informasi 
Perpajakan 
0,874 Reliabel 
5 Persepsi Wajib Pajak mengenai 
etika atas penggelapan pajak 
0,871 Reliabel 
Sumber : Data primer diolah, 2017 
Berdasarkan Tabel 4.8 diatas, semua variabel yaitu keadilan perpajakan, 
sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, 
dan persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak dikatakan 





4.4   Hasil Uji Asumsi Klasik 
4.4.1  Hasil Uji Normalitas 
Pengujian normalitas ini dilakukan dengan menggunakan One Sample 
Kolmogorov-Smirnov Test. Pengujian data berdistribusi normal jika nilai Asymp 
Sig (2-tailed) yang dihasilkan dari unstandardized residual lebih besar dari nilai 
alpha yaitu sebesar 0,05 (5 %). Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada 
Tabel 4.9 dibawah ini: 
Tabel 4.9 
Hasil Uji Normalitas 
 
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp Sig (2-tailed) Keterangan 
1,291 0,071 Normal 
Sumber : Data primer diolah, 2017 
Dari Tabel 4.9 terlihat bahwa unstandardized residual memiliki nilai 
Asymp Sig lebih dari 0,05, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini 
berdistribusi normal. 
 
4.4.2   Hasil Uji Multikolinearitas 
Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang 
baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Apabila nilai 
VIF lebih dari 10 dan nilai tolerance kurang dari 0,10 maka terjadi 
multikolinearitas, sebaliknya tidak terjadi multikolinearitas antara variabel apabila 
nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10. Hasil uji 












Keadilan Perpajakan 0,546 1,832 Bebas Multikolinearitas 
Sistem Perpajakan 0,452 2,212 Bebas Multikolinearitas 
Diskriminasi Perpajakan 0,875 1,143 Bebas Multikolinearitas 
Teknologi dan Informasi 
Perpajakan 
0,800 1,250 Bebas Multikolinearitas 
Sumber : Data primer diolah, 2017  
Berdasarkan Tabel 4.10 diatas, semua variabel yaitu keadilan perpajakan, 
sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, serta teknologi dan informasi 
perpajakan memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga semua 
variabel pada persamaan bebas dari masalah multikolinearitas. 
 
4.4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 
tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada 
Tabel 4.11 dibawah ini: 
Tabel 4.11 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
 
Variabel  Signifikansi Keterangan 
Keadilan Perpajakan 0,330 Bebas Heteroskedastisitas 
Sistem Perpajakan 0,942 Bebas Heteroskedastisitas 
Diskriminasi Perpajakan 0,053 Bebas Heteroskedastisitas 
Teknologi dan Informasi Perpajakan 0,654 Bebas Heteroskedastisitas 





Dari Tabel 4.11 terlihat bahwa semua variabel memiliki nilai signifikansi 
lebih dari 0,05, sehingga tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 
 
4.5  Hasil Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan model regresi linear berganda. Hasil 
pengujian hipotesis dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut: 
Tabel 4.12 
Hasil Pengujian Hipotesis 
 
Variabel Koefisien b1 t-statistik Sig. 
Konstanta 12,095 2,649 0,009 
Keadilan Perpajakan -0,632 -2,455 0,016 
Sistem Perpajakan 0,324 1,415 0,160 
Diskriminasi Perpajakan 0,682 4,853 0,000 
Teknologi dan Informasi 
Perpajakan 
-0,001 -0,011 0,991 
R Square 0,256 
Adjusted R2 0,227 
F 8,870 
Sig. 0,000 
Sumber : Data primer diolah, 2017 
Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.12 diatas, dapat dilihat bahwa nilai 
statistik F dalam model adalah sebesar 8,870 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai 
signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa model yang digunakan 
dalam penelitian layak untuk digunakan. Dilihat dari nilai Adjusted R2 model 
sebesar 0,227 yang menunjukkan bahwa sebesar 22,7% variabel persepsi Wajib 
Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak dapat dijelaskan oleh variabel 
keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, serta teknologi 
dan informasi perpajakan sedangkan sisanya sebesar 77,3 % dijelaskan oleh 





Hipotesis pertama, menunjukkan variabel keadilan perpajakan terhadap 
persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion) 
memberikan hasil perhitungan signifikan sebesar 0,016 < 0,05 dengan nilai 
koefisiennya –0,632. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan perpajakan 
berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas 
penggelapan pajak (tax evasion). Dengan demikian, hipotesis 1 dalam penelitian 
ini diterima. 
Hipotesis kedua, menunjukkan variabel sistem perpajakan terhadap 
persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion) 
memberikan hasil perhitungan signifikan sebesar 0,160 > 0,05 dengan nilai 
koefisiennya 0,324. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak 
berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan 
pajak (tax evasion). Dengan demikian, hipotesis 2 dalam penelitian ini ditolak.  
Hipotesis ketiga, menunjukkan variabel diskriminasi perpajakan terhadap 
persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion) 
memberikan hasil perhitungan signifikan sebesar 0,000 < 0,05 dengan nilai 
koefisiennya 0,682. Hal ini menunjukkan bahwa diskriminasi perpajakan 
berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas 
penggelapan pajak (tax evasion). Dengan demikian, hipotesis 3 dalam penelitian 
ini diterima. 
Hipotesis keempat, menunjukkan variabel teknologi dan informasi 
perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak 





dengan nilai koefisiennya -0,001. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dan 
informasi perpajakan perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak 
mengenai etika atas penggelapan pajak(tax evasion). Dengan demikian, hipotesis 
4 dalam penelitian ini ditolak. 
 
4.6  Pembahasan 
4.6.1 Keadilan Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika 
atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 
 Hipotesis pertama (1) menyatakan bahwa keadilan perpajakan 
berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas 
penggelapan pajak (tax evasion) secara statistik hipotesis ini diterima. Hal ini 
berarti semakin tinggi tingkat keadilan dalam perpajakan maka perilaku 
penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya 
semakin rendah tingkat keadilan dalam perpajakan maka perilaku penggelapan 
pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis.  
TPB (theory of planned behavioral) menjelaskan perilaku Wajib Pajak 
dapat dilihat dari keadilan perpajakan yang diterapkan pemerintah yang akan 
membentuk norma subjektif (normatif beliefs) yang mempengaruhi keputusan 
individu untuk melakukan penggelapan pajak atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari 
manfaat pajak di Kota Bengkulu sudah dirasakan oleh Wajib Pajak, tarif pajak 
yang kenakan juga dirasa sudah adil, untuk penyusunan Undang-Undang yang 
diterapkan sudah tepat berdasarkan kemampuan masing-masing, serta aparatur 





Wajib Pajak di anjurkan untuk melakukan pengajuan keberatan bagi yang merasa 
tarif pajaknya terlalu tinggi dan lain-lain, kemudian penundaan pembayaran dapat 
juga diajukan untuk yang memiliki kendala sehingga hal ini dapat mendorong 
kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak dan menganggap perilaku 
penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak etis. Hal ini juga sejalan 
dengan teori atribusi situasional yang menghubungkan perilaku Wajib Pajak 
mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion) dapat dipengaruhi oleh 
faktor eksternal berkaitan dengan keadilan yang diberikan oleh pemerintah.  
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 
dilakukan Paramita & Budiasih (2016) yang menemukan bahwa keadilan 
perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika 
atas penggelapan pajak (tax evasion). 
 
4.6.2   Sistem Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika 
atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). 
Hipotesis kedua (2) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh 
negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax 
evasion) secara statistik hipotesis ini ditolak. Hal ini berarti semakin baik sistem 
perpajakan yang ada maka belum tentu perilaku penggelapan pajak dipandang 
sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya semakin tidak baik sistem perpajakan 
yang ada maka belum tentu perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai 





TPB (theory of planned behavioral) menjelaskan perilaku Wajib Pajak 
dapat dilihat dari pelaksanaan sistem perpajakan yang akan membentuk norma 
subjektif (normatif beliefs) yang mempengaruhi keputusan individu untuk 
melakukan penggelapan pajak atau tidak. Namun dalam penelitian ini variabel 
sistem perpajakan bukan sebagai penentu Wajib Pajak dalam melakukan 
penggelapan pajak (tax evasion). Sistem perpajakan yang sudah baik, pengelolaan 
uang yang telah dilakukan dengan bijaksana, petugas pajak yang berkompeten dan 
tidak korupsi, serta prosedur pembayaran pajak yang tidak berbelit-belit, belum 
tentu dapat mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak dan menganggap 
perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak etis. Hal ini juga tidak 
sejalan dengan teori atribusi situasional yang menghubungkan perilaku Wajib 
Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion) tidak dapat 
dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem 
perpajakan yang ada.  
Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Suminarsasi & Supriyadi (2011), Ningsih (2015), Silaen (2015), Paramita & 
Budiasih (2016) yang menemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif 









4.6.3 Diskriminasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai 
Etika atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 
Hipotesis ketiga (3) menyatakan bahwa diskriminasi perpajakan 
berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas 
penggelapan pajak (tax evasion) secara statistik hipotesis ini diterima. Hal ini 
berarti semakin rendah tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku 
penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis, sebaliknya 
semakin tinggi tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka perilaku penggelapan 
pajak dipandang sebagai perilaku yang cenderung etis. 
TPB (theory of planned behavioral) menjelaskan perilaku Wajib Pajak 
dapat dilihat dari diskriminasi perpajakan yang akan membentuk norma subjektif 
(normatif beliefs) yang mempengaruhi keputusan individu untuk melakukan 
penggelapan pajak atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari Wajib Pajak di Kota 
Bengkulu tidak merasakan adanya pendiskriminasian atas ras, kebudayaan, 
agama, dan keanggotan kelas-kelas sosial dalam perpajakan serta tidak adanya 
pendiskriminasian terhadap hal-hal yang disebabkan oleh manfaat perpajakan, 
sehingga dengan tidak adanya diskriminasi yang dirasakan oleh Wajib Pajak dapat 
mendorong kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak dan menganggap 
perilaku penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak etis. Hal ini juga 
sejalan dengan teori atribusi situasional yang menghubungkan perilaku Wajib 
Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion) dapat dipengaruhi 





Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 
Suminarsasi & Supriyadi (2011), Ningsih (2015), dan Silaen (2015) yang 
menunjukkan bahwa diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap 
persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). 
 
4.6.4 Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap Persepsi Wajib Pajak 
mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion) 
Hipotesis keempat (4) menyatakan bahwa teknologi dan informasi 
perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika 
atas penggelapan pajak (tax evasion) secara statistik hipotesis ini ditolak. Hal ini 
berarti semakin baik teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka belum 
tentu perilaku penggelapan pajak dianggap tidak baik atau tidak etis, sebaliknya 
semakin buruk teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka belum tentu 
perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap sebagai perilaku baik atau etis. 
TPB (theory of planned behavioral) menjelaskan perilaku Wajib Pajak 
dapat dilihat dari teknologi dan informasi perpajakan yang akan membentuk 
norma subjektif (normatif beliefs) yang mempengaruhi keputusan individu untuk 
melakukan penggelapan pajak atau tidak. Namun dalam penelitian ini variabel 
teknologi dan informasi perpajakan bukan sebagai penentu Wajib Pajak dalam 
melakukan penggelapan pajak (tax evasion). Dengan semakin baiknya teknologi 
dan informasi dibidang perpajakan, waktu yang dibutuhkan seorang Wajib Pajak 
dalam memenuhi kewajiban pajaknya semakin efektif dan efesien. Ketika Wajib 





dapat mendorong kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak dan tidak 
melakukan penggelapan pajak. Hal ini juga tidak sejalan dengan teori atribusi 
situasional yang menghubungkan perilaku Wajib Pajak mengenai etika atas 
penggelapan pajak (tax evasion) tidak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal 
berkaitan dengan teknologi dan informasi perpajakan. 
Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Permatasari & Laksito (2013), Ardyaksa & kiswanto (2014), dan  Silaen (2015) 
yang menemukan bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif 











Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan 
pajak (tax evasion). Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak 
mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). Hal ini berarti 
semakin tinggi tingkat keadilan dalam perpajakan maka perilaku 
penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. 
2. Sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak 
mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). Hal ini berarti 
semakin baik sistem perpajakan yang ada maka belum tentu perilaku 
penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. 
3. Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib 
Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). Hal ini 
berarti semakin rendah tingkat diskriminasi dalam perpajakan maka 
perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis.  
4. Teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap 
persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax 





perpajakan yang ada maka belum tentu perilaku penggelapan pajak 
dianggap perilaku yang tidak baik atau tidak etis. 
 
4.2 Implikasi Penelitian 
Implikasi dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi instansi 
perpajakan yaitu KPP Pratama Kota Bengkulu bahwa keadilan dalam 
perpajakan dan diskriminasi dalam perpajakan dapat menjadi salah satu 
faktor penyebab terjadinya tindakan penggelapan pajak (tax evasion). 
KPP Pratama Kota Bengkulu diharapkan mampu untuk menunjukkan 
dan meningkatkan kinerja dalam mengatasi masalah penggelapan pajak 
(tax evasion). Pencegahan terhadap perilaku penggelapan pajak ini perlu 
dilakukan oleh aparat perpajakan, salah satunya dengan memberikan 
pelayanan yang maksimal dan memperbaiki kinerja dari aparat 
perpajakan dalam menegakkan keadilan perpajakan dan tidak 
menerapkan peraturan yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja. 
Oleh karena itu, dengan adanya langkah-langkah yang tepat dalam 
mencegah praktik penggelapan pajak, target penerimaaan pajak yang 
ditetapkan oleh pemerintah dapat terealisasi. 
2. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi pedoman, pembelajaran,  
dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan theory of planned 
behavior (TPB) dan teori atribusi yang dapat mempengaruhi persepsi 





pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya di bidang akuntansi 
keprilakuan. Serta dapat menjadi bahan referensi yang dapat bermanfaat 
bagi penelitian selanjutnya. 
 
4.3 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan yang kemungkinan 
dapat menimbulkan bias dalam hasil penelitian ini. Adapun keterbatasan dari 
penelitian ini berupa: 
1. Pernyataan-pernyataan kuesioner dalam penelitian ini masih berupa 
pernyataan tertutup, sehingga responden tidak dapat menyalurkan 
pendapat secara bebas sesuai dengan pemikiran responden. 
2. Responden penelitian ini terbatas hanya menggunakan Wajib Pajak Orang 
Pribadi yang memiliki kegiatan usaha di Kota Bengkulu, sehingga kurang 
mewakili dari keseluruhan Wajib Pajak yang ada di Kota Bengkulu. 
3. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas yaitu 
keadilan perpajakan, sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan serta 
teknologi dan informasi perpajakan perpajakan yang dapat mempengaruhi 
persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). 
 
4.4 Saran 
Mengingat arti pentingnya topik penelitian ini untuk pengembangan 
akuntansi keperilakuan secara teoritis dan praktis, maka saran yang dapat 





1. Menggunakan kuesioner bersifat terbuka, sehingga para responden bisa 
menyalurkan pendapat mereka secara bebas selain dari kuesioner bersifat 
penyataan tertutup atau tertulis. 
2. Memperluas repsonden pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai 
pekerjaan bebas atau Wajib Pajak Badan. 
3. Menambahkan variabel independen lain selain dari keadilan perpajakan, 
sistem perpajakan, diskriminasi perpajakan, serta teknologi dan informasi 
perpajakan yang dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai 
etika atas penggelapan pajak (tax evasion) misalnya kemungkinan 
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